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Nama Auditi PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA (PT WBPU)
Ruang Lingkup Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas
Sertifikasi +44.402 Hektar di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur

Tahapan Kegiatan
Tanggal Audit

Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHL
2 -9 Februari 2024

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN

Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHL

a. Nama LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.  Alamat Kantor Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma
Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c. Email trustindoprimakarya@gmail.com
d. Nomor Akreditasi LPVI -017-IDN
KAN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025
e. Penetapan LPVI SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025
f.  Penanggung Jawab Ir. Kurnia, IPU
LPVI
g. Pengambil Keputusan Ir Kurnia, IPU
h.  Tim Audit 1. Suhardi/ SHD, (Auditor PHL Bidang Prasyarat dan VLHHK

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

Hulu) / Ketua Tim Audit
2. Wuri Pratini Hawiati/ WPH, (Auditor PHL Bidang Produksi)
3. Bayu Satria Pramana/ BSP, (Auditor PHL Bidang Ekologi)
4. Rr. Arwita Andharu/ RAA (Auditor PHL Bidang Sosial)

a. Nama PBPH PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA
b. Alamat Kantor 1. Gedung Graha Iskandarsyah, Lantai Dasar A6, Jalan
Iskandarsyah Raya No. 66C, Kebayoran Baru - Jakarta 12160
2. Jalan Gunung Maritam No. 23 RT 30 Kel. Tanjung Redeb Kec.
Tanjung Redeb — Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.
¢. Nomor SK PBPH No. 864/Kpts-VI1/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan
No. SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022
d. Luas dan Lokasi Areal Hutan Produksi seluas +44.402 Hektar di Kab. Berau Provinsi
PBPH Kalimantan Timur.
e. Jenis Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan
Pemanfaatan Hutan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.
f.  Pengurus Badan 1. Komisaris . Puti Renosari
Usaha 2. Direktur : Ruslandi
g. MR Kegiatan Audit Eka Wardhana
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3.

RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN
3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a)

b)

Sebelum penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1.

BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 2 Februari 2024 di Kantor BPHL Wil. XI
Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam llir Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda diterima oleh Bpk Abdul Cholik (Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPHL
Wilayah XI Samarinda)

Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 2 Februari 2024 di Kantor
Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda
Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk. Nanang Hayani, S.Hut. M.Env. Mgmt. (SKS
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan - Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur)

Setelah penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1.

BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 12 Februari 2024 di Kantor BPHL Wil. XI
Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam llir Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Plt. Kepala Balai — BPHL Wilayah
Xl Samarinda)

Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 12 Februari 2024 di Kantor
Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda
Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk. Nanang Hayani, S.Hut. M.Env. Mgmt. (SKS
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan - Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur).

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :
Tidak dilakukan
(Tidak dipersyaratkan pelaksanaannya pada kegiatan penilikan S-PHL)

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 2 — 9 Februari 2024 di lokasi areal PBPH PT Wana Bakti Persada
Utama di Kabupaten Berau meliputi kegiatan :

No.

Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan

1.

Pertemuan Sabtu. 3 | - Dihadiri Auditor, MR auditi, personel PIC
Pembukaan Februari pendamping.

2024 - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi
di Kantor pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan
PT WBPU tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit,
waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan,
rincian kegiatan audit dan temuan audit.

Verifikasi 3-7 - Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai
Dokumen Februari Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/
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No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan
dan 2024, di MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan
Observasi Kantor dokumen dan rekaman pada rentang waktu 18
Lapangan dan areal (delapan belas) bulan terakhir.
kerja PT | - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan
WBPU kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No.
SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang
waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir (Agustus
2022 - Januari 2024)

- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan
memperhatikan masukan dari hasil koordinasi
dengan instansi kehutanan.

3. Pertemuan 7 Februari | - Dihadiri Auditor, MR auditi, dan personel PIC
Penutupan 2024 pendamping.
di Kantor | - Menyampaikan sekaligus memintakan
PT WBPU persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu
penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan
tahapan kegiatan berikutnya.

- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap
temuan kesesuaian maupun temuan
ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan
dokumen dan/ atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain
kategori 2 (rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa action plan, telah
disampaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas)
hari kalender terhutung tanggal 7 s.d 21 Februari 2024.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan action plan-nya,
dijadikan sebagai CARs (corrective action requests) yang progres kegiatannya akan
diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal
b) Hasil Keputusan
1) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan
predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 63,49% dan MEMENUHI
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
2) S-PHL PT Wana Bakti Persada Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan
ruang lingkup sertifikasinya.

: 28 Februari 2024
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4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI
1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai
( Bobot : 1) tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT,
Peta TBT dan BATB).
NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x 1 =2
Ringkasan Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap sebagai berikut :
Justifikasi 1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 864/Kpts-VI1/1999
tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT
Wana Bakti Persada Utama di Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Timur. Areal
PBPH PT Wana Bakti Persada Utama seluas 44.402 hektar untuk jangka waktu 55
(limapuluh lima) tahun, dan terdapat Peta Lampiran SK PBPH PT Wana Bakti
Persada Utama Skala 1 : 100.000.
2) Addendum perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022
tanggal 28 Januari 2022. Pada addendum tersebut mengubah sepanjang
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk
Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.
Dokumen administrasi tata batas dinilai tidak sepenuhnya tersedia lengkap sesuai
dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas sebagai berikut :
Tl;ayek Panjang Rencana TBT Intruksi Kerja BAP TBT Laporan TBT
atas (Km)
G-M 37.000 | No. 04/PB/ No. 40/ITK/BPKH | 26/08/2010 TBT No. 1518
2002 Tgl IV-2/2010 Tgl 43.563,93 Tahun 2010
22/04/2002 05/08/2010 Km (AKM-WBPU)
F-Y-R 31.000 | No. 04/PB/ No. 40/ITK/BPKH | 26/08/2010 TBT No. 1518
2002 Tgl IV-2/2010 Tgl 51.056,37 Tahun 2010
22/04/2002 05/08/2010 Km (WBPU-Karya
Lestari)
F-G 5.075 | No.04/PB/2002 | No. 14/ITK/BPKH | 01/09/2009 TBT No. 1505
Tgl 22/04/2002 | 1V-2/2009 Tg 6.986 Km tahun 2010
08/06/2009 (MIM-WBPU)
M-TM- 34,296 | No. 84/PB/ No. 47/NII/KP/I/1/ | 09/09/2008 TBT No. 2473
N-P IUPHHK-HA/ | IUPHHK/ 2008 35.786,80 Tahun 2009
2008 Tgl Km (AWP-WBPU)
29/02/2008
P-W-R 13.230 | TBT. No.242 tahun 1988 (WBPU-HL Gn Kemul)
Dokumen tidak tersedia di kantor PT WBPU
Total 120.601
2. Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
( Bobot:2)

Halaman 4 dari 56




o /

W

Trustindo Certification

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI | s

RESUME HASIL PELAKSANAAN VKAN

LPVI-017-IDN

F1-02.15

NILAI KINERJA

BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan
Justifikasi

Realisasi pelaksanaan tata batas berdasarkan dokumen laporan tata batas dan
dokumen RKUPH Periode 2021-2030 PT Wana Bakti Persada Utama diverifikasi sudah
temu gelang dengan panjang 150.623 Km.

Panjang Batas
No Penataan Batas (meter) Trayek
Rencana | Realisasi

PT Aditya Kirana TBT No.
Mandiri 37.000 | 43.563,93 G-M 1518/2010

PT Mahardika Insan TBT No.
2 5.075 6.986,00 F-G 1505/2010

Mulia
TBT No.
1518/2010

Laporan TBT

3 | PT Karya Lestari 31.000 | 51.056,37 F-Y-R

4 PT Narkata Rimba/ Gn. 13.230

13.230,00 P-W-R
Kemul

TBT 242/1998;

PT Amindo Wana TBT No.
5 Persada 34.296 | 35.786,80 | M-TM-N-P 2473/2009

Jumlah 120.601 | 150.623,10

Terdapat realisasi kegiatan pemeliharaan batas sesuai dengan BAP Pemeliharaan
Batas No. 01/BA/PML-TBT/XI/2023 tanggal 17 November 2023 pada trayek batas G-M.

Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian
lokasi pemeliharaan batas dengan perbaikan pal batas yang rusak sesuai dengan
posisi sebelumnya dengan lokasi sebagai berikut :

1) Pemeliharaan patok batas pada trayek G-M No. P.18 diverifikasi sesuai pada
koordinat N 01° 54’ 49,9”; E 116° 43’ 51,1” lokasi di Sungai Kelay berbatasan
dengan PT Aditya Kirana Mandiri.

2) Pemeliharaan patok batas pada trayek G-M dengan menandai batas
menggunakan cat warna merah tiga strip dan rintisan jalur di sepanjang batas
pada koordinat N 01° 54’ 57,1”; E 116° 43’ 36,0” lokasi di Sungai Kelay
berbatasan dengan PT Aditya Kirana Mandiri.

3) Pemeliharaan patok batas pada trayek G-M dengan menandai batas
menggunakan cat warna merah tiga strip dan rintisan jalur di sepanjang batas
pada koordinat N 01° 54’ 57,3”; E 116° 43’ 36,0” lokasi di Sungai Kelay
berbatasan dengan PT Aditya Kirana Mandiri

Verifier 1.1.3
( Bobot: 1)

Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not
Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)

NILAI KINERJA

Not Applicable (N/A)

Ringkasan
Justifikasi

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara terkait penggunaan areal kerja tanpa melalui
perizinan Skema KLHK diketahui bahwa pada areal PT Wana Bakti Persada Utama
tidak dijumpai adanya perizinan dan penggunaan areal kerja PT Wana Bakti Persada
Utama dengan perizinan lain tanpa melalui skema Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Verifier 1.1.4

Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
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NILAI KINERJA | : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
Ringkasan : | Areal kerja PBPH PT Wana Bakti Persada Utama seluas 44.402 Ha dan terdapat
Justifikasi penguasaan oleh pihak lain sebesar 5.318,89 Ha dengan identifikasi sebagai berikut.

1. Perladangan masyarakat di sepanjang Sungai Kelay di areal APL PT WBPU
seluas 1.362,23 Ha.

2. Klaim areal penting masyarakat seluas 3.956,66 Ha untuk hutan adat oleh
masyarakat adat seluas 3.956,66 Ha terdiri dari :

a) Hutan yang dilindungi oleh 2 (dua) kampung (Long Duhung dan Long Keluh)
: 1.653,59 Ha.

b) But Lung Nyung 121,83 Ha
¢) Kung Blau dan But Nap 421,42 Ha
d) Utau Beliu dan Wungun Kwan 1.759,83 Ha

Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh auditi selaku pemegang PBPH PT
Wana Bakti Persada Utama sebesar 44.402 Ha — 5.318,89 Ha = 39.083,11 Ha atau

sebesar 88,02%
Nilai Kinerja Indikator | : | 14/15 x 100% = 93,33% = BAIK
Nilai 13

Kematangan/Bobot

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.2.1 : | Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
( Bobot: 1) yang sesuai dengan PHL
NILAI KINERJA : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x 1=3
Ringkasan : |a) PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi
Justifikasi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Wana Bakti Persada Utama
Nomor : 020/WBPU-Ia/03.11 tanggal 18 Maret 2011 dan diperbarui tanggal 10
Oktober 2016.

b) Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2024 PT Wana Bakti Persada Utama
dengan manajemen barunya telah melakukan pembaruan terhadap visi dan misi
sesuai dengan keputusan Direksi No. 003/WBPU-BR/040224 tanggal 1 Januari
2024.

¢) Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi
perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi,
aspek ekologi, dan aspek sosial.

d) Visi Misi PT WBPU telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja dan mitra kerja
serta masyarakat sekitar dengan dokumentasi sebagai berikut :

1) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada karyawan PT
Wana Bakti Persada Utama tanggal 26 Mei 2022 di Kantor PT Wana Bakti
Persada Utama dan dihadiri oleh karyawan PT WBPU.

2) Kegiatan Sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan bersama antara YKAN
selaku badan hukum yang menaungi PT Hutan Kelay Lestari selaku
pemegang Saham PT Wana Bakti Persada Utama terkait proses Persetujuan
Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)/ Free, Prior and
Informed Consent (FPIC) dengan Kepala Kampung Long Beliu/ Gie; Long
Duhung; Long Keluh/ Boy; Long Pelay dan Long Lamcin atas rencana
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pengambilalihan operasional PT Wana Bakti Persada Utama. Kegiatan
sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan meliputi penjelasan visi dan
misi perusahaan yang akan mengelola PT Wana Bakti Persada Utama dan
penjelasan pada saat awal kepada masyarakat terkait rencana dan dampak
pengelolaan hutan lestari yang akan dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada
Utama

Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

(Bobot:2)

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan
Justifikasi MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan

hutan lestari dinilai sedang sebagai berikut :

1. Misi PT Wana Bakti Persada Utama sebanyak 7 (tujuh) misi telah
diimplementasikan sebagian dan belum seluruhnya di antaranya sebagai berikut :
a) Implementasi kepastian kawasan dengan melaksanaan penataan batas di

lapangan yang sudah temu gelang.

b) Penyusunan RKUPH periode 2021-2030 dan RKTPH tahun 2022 dan 2023.
Namun realisasi produksi kayu masih rendah dan tahun 2022 hanya
terealisasi 1.246,73 m3 atau sebesar 4,3% dari target 28.971,92 m3,
sedangkan tahun 2023 tidak terdapat realisasinya

¢) Pemenuhan sumberdaya manusia, namun masih belum sepenuhnya,
GANISPH tidak tersedia lengkap, pemenuhan personil masih terbatas dan
belum seluruhnya sesuai struktur organisasinya.

d) Penyusunan dokumen RKL/ RPL dan kegiatan kelola lingkungan berupa
pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta kelola
lingkungan lainnya masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya mengacu
kapada dokumen RKL/ RPL, penataan batas kawasan lindung mencapai
66,71%.

e) Kegiatan kelola sosial dan CSR untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
juga belum diimplementasikan secara optimal dan pelaksanaannya tidak rutin
sehingga masih belum sesuai dengan misi yang dicanangkan.

f)  PT Wana Bakti Persada Utama telah mendapatkan sertifikat PHL dengan
predikat SEDANG

g) Kegiatan IHMB telah dilakukan seiring dengan penyusunan RKUPH periode
2021-2030.

2. Berdasarkan wawancara dengan General Manager PT Wana Bakti Persada Utama,
verifikasi dokumen yang tersedia dan hasil observasi lapangan disampaikan
bahwa PT Wana Bakti Persada Utama sejak akhir tahun 2022 dan awal tahun
2023 menijalani proses peralihan manajemen dari manajemen, pengurus dan
pemilik lama ke menajeman, pengurus dan pemilik yang baru di bawah PT Hutan
Kelay Lestari selaku pemegang Saham PT Wana Bakti Persada Utama. Proses ini
membutuhkan waktu yang lama sehubungan dengan banyaknya permasalahan
yang harus diselesaikan terkait dengan pemenuhan kewajiban PT Wana Bakti
Persada Utama kepada para pekerja, rekanan dan banyaknya masalah sosial
termasuk pemenuhan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat adat dan
masyarakat kampung di sekitar PBPH yang harus diselesaikan.

3. PT Wana Bakti Persada Utama pada awal proses perubahan manajemen ini masih
berfokus kepada penyelesaian masalah sosial dan pemenuhan kewajiban yang
menjadi masalah utama agar selanjutnya dapat menjalankan kegiatan operasional
dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta didukung oleh para
pihak terutama oleh masyarakat setempat.

4. Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT
Wana Bakti Persada Utama belum sepenuhnya diterapkan mengarah kepada visi
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dan misi. Manajemen baru PT Wana Bakti Persada Utama telah mengubah visi
dan misinya dan pada saat audit sedang memulai langkah untuk dapat
mengimplementasikan pengelolaan hutan lestari sesuai dengan visi dan misi yang
baru dicanangkan dengan memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan lancar dan
didukung oleh para pihak khususnya masyarakat adat dan kampung di sekitar

areal PBPH.
Nilai Kinerja Indikator | : | 7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG
Nilai 1l 2
Kematangan/Bobot

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1. Verifier 1.3.1 . | Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya
(Bobot: 2) pengelolaan hutan yang lestari
NILAI KINERJA : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x2 =6
Ringkasan . | Struktur Organisasi PT Wana Bakti Persada Utama telah ditetapkan oleh Direktur
Justifikasi dengan keputusan No. 005/WBPU-1a/02.22 tanggal 21 Februari 2022 tentang

Penetapan Struktur Organisasi Pengusahaan Hutan PT Wana Bakti Persada Utama
tahun 2022 dan manajemen baru telah melakukan perubahan struktur organisasi
sesuai dengan keputusan General Manager No. 001/WBPU-BR/040224 tanggal 1
November 2023. Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Job
Description.

Struktur Organisasi terbaru PT WBPU diverifikasi telah disahkan oleh Direksi dan
sesuai dengan kerangka PHL di mana pada strukturnya terdapat Direktur Utama yang
secara operasional menempatkan General Majager untuk menjalankan kegiatan
operasional dan manajerialnya

2. Verifier 1.3.2 : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis
( Bobot : 2) menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan sesuai ketentuan
NILAI KINERJA : | BURUK/ Nilai Aktual : 1 x2 =2
Ringkasan : | Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Wana Bakti Persada Utama
Justifikasi sampai dengan saat audit :

1) Sarjana Kehutanan :
1) Total dimiliki saat ini 2 orang.

2) Bertugas di lapangan sejumlah 2 orang, menjabat sebagai GM, dan
Planning,

2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :
3) Total dimiliki saat ini Tidak Ada.
4) Bertugas di lapangan sejumlah 0 orang, berada di bagian / jabatan.

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) selama periode audit 7 (tujuh)
orang, namun pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang tidak memperpanjang
penugasan di PT Wana Bakti Persada Utama sehubungan dengan perubahan dan
pengalihan manajemen. PT Wana Bakti Persada Utama sedang mengupayakan
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untuk merekrut GANISPH yang baru untuk menggantikan GANISPH yang lama
yang tidak memperpanjang penugasannya.

4) Kebutuhan GANISPH di lapangan dinilai masih belum tercukupi dengan
kebutuhan minimum sebanyak 13 orang sesuai dengan kondisi, luas areal dan
kompleksitas pekerjaan serta simpul PUHH yang ada, dan ketersediaan GANISPH
di PT Wana Bakti Persada Utama hanya 2 (dua) orang atau hanya sebesar 15%.

3. Verifier 1.3.3 : | Peningkatan kompetensi SDM
(Bobot:2)
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 =4
Ringkasan : | PT Wana Bakti Persada Utama telah merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi
Justifikasi SDM tenaga Profesional Kehutanan dan GANISPH dengan melakukan pelatihan kinerja

GANISPH dan pelatihan teknis lainnya terkait peningkatan kompetensi dan skill untuk
operasional penglolaan hutan lestari pada tahun 2023 sebanyak 150% sedangkan
tahun 2022 tidak terealisasi (0%), sehingga rata-rata realiasi peningkatan kompetensi
sebesar 75%.

4. Verifier 1.3.4 : | Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana
(Bobot: 1) kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 =2
Ringkasan : | PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait
Justifikasi GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu :

1) ljazah dan sertifikat pelatihan tersedia dan disajikan secara lengkap

2) Kartu GANISPH diverifikasi belum lengkap sesuai dengan SIGANISHUT
khususnya pada GANISPH yang baru direkrut.

3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi belum sepenuhnya lengkap
sesuai dengan SIGANISHUT

4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan
SIGANISHUT

5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi lengkap keberadaannya sesuai dengan
jumlah GANISPH

6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi sesuai dengan
kompetensinya.

7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia dan disajikan secara
lengkap.

8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan telah dilaksanakan

seperti penerapan gaji, BPJS, dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta
pengaturan hak dan kewajiban dalam PP.

Nilai Kinerja Indikator | : | 14/21 x 100% = 66,67% = SEDANG

Nilai 2
Kematangan/Bobot
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4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

Verifier 1.4.1
(Bobot:2)

Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 =4

Ringkasan
Justifikasi

PT Wana Bakti Persada Utama tidak memiliki sistem informasi khusus yang digunakan
untuk menyelenggarakan pemanenan kayu dan pengelolaan hutan lestari lainnya.
Secara operasional, sistem informasi yang digunakan mengacu kepada sistem yang
berlaku umum untuk pelaporan pada kegiatan operasional penebangan kayu maupun
pengelolaan hutan lestari lainnya. PT WBPU telah memiliki peralatan elektronik
berbasis IT sebagai barang inventaris penunjang operasional di lapangan dan terdapat
jaringan internet serta jaringan seluler yang memadai di kantor Berau.

Di samping itu sistem informasi dan pelaporan yang digunakan juga sesuai dengan
kewajiban pelaporan mengacu kepada sistem informasi yang diberlakukan oleh
Kementerian LHK dan instansi lain seperti terkait Ketenagakerjaan dan kelola
lingkungan, namun demikian di lapangan masih belum terdapat peralatan SIM berbasis
IT karena masih dalam perbaikan dan pembangunan basecamp serta sarana prasarana
lainnya.

Terdapat Personil dan operator yang menjalankan pelaporan dan sistem informasi
telah ditunjuk sesuai dengan penugasan dan job descriptionnya.Pelaksanaan pelaporan
dilakukan oleh masing-masing operator sistem informasi yang bertugas dengan
kelengkapan sarana prasarana dan perangkatnya.

Verifier 1.4.2
( Bobot: 1)

Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1=2

Ringkasan
Justifikasi

PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/
SPI yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Direktur No. 001/WBPU-Ia/01.21
tanggal 4 Januari 2021 dan diperbarui dengan keputusan No. 001/SPI - WBPU /01.24
tanggal 4 januari 2024. SPI PT Wana Bakti Persada Utama dinilai telah melakukan
monitoring dan evaluasi, namun belum sepenuhnya menjangkau pada seluruh bidang
kegiatan pengelolaan hutan produksi untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari pada
tahun 2022 dan 2023.

Terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh SPI tahun 2022 dan 2023 yang
dinilai masih belum efektif menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan
hutan produksi. Pada tahun 2023 diverifikasi kegiatan monitoring dan evaluasi SPI
melakukan evaluasi pada hasil penilaian PHL yang masih belum dinilai baik, masih
banyak kewajiban yang harus dibenahi dan penambahan SDM di lapangan serta
memperbaiki sarana dan prasarana termasuk jalan penghubung yang masih rusak.

Verifier 1.4.3
( Bobot:2)

Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan
evaluasi.

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
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Ringkasan Hasil monitoring dan evaluasi SPI yang dilakukan telah dilaporkan kepada Direksi dan

Justifikasi telah ditindaklanjuti dengan perintah untuk melakukan perbaikan di lapangan kepada
Manager Camp sesuai dengan Surat No. 008/WBPU-1a/02.22 tanggal 25 Februari
2022 dan No. 011/WBPU-la/02.23 tanggal 28 Februari 2023.
Tindaklanjut atas temuan SPI telah dilakukan pada sebagian temuannya khususnya
pada temuan untuk mendapatkan kembali sertifikat PHL yang telah dicabut
sebelumnya, namun pada temuan SPI lainnya terkait SDM dan sarana prasarana
masih belum terdapat hasil tindaklanjut di lapangan.
Dengan demikian tindak lanjut temuan SPI PT Wana Bakti Persada Utama dari hasil
monitoring dan evaluasi masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan ditutup sesuai
dengan tata waktunya dan baru ditindaklanjuti sebagiannya.

Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan

(Bobot : 2) instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 =4

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah menunjuk personel / kelompok

Justifikasi personel sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi

milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK
Direksi, meliputi :

No. Nama SI Tenaga Pelaksana SK Direksi
KLHK
1 | SIPASHUT | 1.Rudiansyah, No. 015/WBPU-1a/07.21, tgl 05/07/2021
S.Hut. No. 022/WBPU/XII/2021, tgl 01/12/2021
2. Supandi S.Hut.
2 | SIPUHH dan | Supandi, S.Hut. No. 015/WBPU-1a/07.21, tgl 05/07/2021
SIPNBP No. 016/WBPU-1a/07.21, tgl 05/07/2021
3 | SIGANISHUT | 1.Rudiansyah, No. 022/WBPU/XII/2021, tgl 01/12/2021
S.Hut. No. 025/WBPU-Ib/X11/2020, tgl
2. Supandi S.Hut. 02/12/2020
3. llham Yakin No. 012/LTR/WBPU/SMD/X/2023
4.3ih Sumartomo | No. 012/LTRAWVBPU/SMD/X/2023
4 | SIMPEL dan | - -
SIRAJA
5 | SIPONGI Supandi, S.Hut. No. 025/ WBPU-Ib/XI1/2020, tgl
09/12/2020

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK,
kewajiban pelaporan kegiatan pada SIPASHUT tahun 2022 dan 2023 diverifikasi
belum sepenuhnya patuh dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, dan untuk
pengisian data dinilai masih belum lengkap dan cermat pada seluruh aspek yang
dilaporkan. Untuk sistem informasi SIPUHH dan PNBP dinilai telah patuh
dijalankan namun untuk SIMPEL dean SIRAJA serta SIPONGI dinilai belum
diaktifkan pelaporannya oleh PBPH PT Wana Bakti Persada Utama.

Nilai Kinerja Indikator

14/21 x 100% = 66,67% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2
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5)

Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Verifier 1.5.1
( Bobot:2)

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4

Ringkasan
Justifikasi

1) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah menyusun dan menetapkan RKTPH,
masing-masing untuk tahun 2022-2023.

2) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan pertemuan konsultasi
dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH,
untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak
dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh
masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu :

a) Kegiatan penebangan pada RKTPH tahun 2022 telah diberikan pemahaman
kepada masyarakat terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja
tahun 2022 PBPH PT Wana Bakti Persada Utama di Kampung Long Keluh,
tanggal 20 Februari 2022, dan tanggal 29 Mei 2022 serta Kampung Long
Pelay tanggal 26 Februari 2022 dan 28 Mei 2022 yang dilakukan kepada
tokoh masyarakat di kampung Long Keluh dan Kampung Long Pelay.

b) Untuk RKTPH Tahun 2023 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi dan
penandatanganan kesepakatan bersama antara YKAN selaku badan hukum
yang menaungi PT Hutan Kelay Lestari selaku pemegang Saham PT Wana
Bakti Persada Utama pada tanggal 15 November 2022 di Kecamatan Kelay
terkait proses Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
(Padiatapa)/ Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dengan Kepala
Kampung Long Beliu/ Gie; Long Duhung; Long Keluh/ Boy; Long Pelay dan
Long Lamcin atas rencana pengambilalihan operasional PT Wana Bakti
Persada Utama. Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan
meliputi penjelasan visi dan misi perusahaan dan rencana pelaksanaan
operasional RKTPH serta kegiatan pemanenan ramah lingkungan dalam
pengelolaan PT Wana Bakti Persada Utama dan penjelasan pada saat awal
kepada masyarakat terkait rencana dan dampak pengelolaan hutan lestari
yang akan dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada Utama.

c) Sedangkan untuk RKTPH tahun 2024, PT Wana Bakti Persada Utama belum
diterbitkan dan masih melakukan ITSP di lapangan, namun pemberian
informasi awal telah dilakukan perihal lokasi dan rencana kegiatannya serta
dampak kegiatan pemanfaatan kayu kepada masyarakat

Verifier 1.5.2
( Bobot: 1)

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1=2

Ringkasan
Justifikasi

Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung
masyarakat pada RKTPH tahun 2022 dan RKT 2024 telah dikonsultasikan dan
mendapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak, namun belum hasil
observasi lapangan diketahui bahwa masih terdapat gangguan pada kawasan lindung
berupa perladangan dan lainnya di kawasan lindungnya.

Manajemen baru PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan penandatanganan
kesepakatan bersama antara YKAN selaku badan hukum yang menaungi PT Hutan
Kelay Lestari selaku pemegang Saham PT Wana Bakti Persada Utama pada tanggal 15
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November 2022 di Kecamatan Kelay terkait proses Persetujuan Atas dasar Informasi
Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)/ Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dengan
Kepala Kampung Long Beliu/ Gie; Long Duhung; Long Keluh/ Boy; Long Pelay dan
Long Lamcin atas rencana pengambilalihan operasional PT Wana Bakti Persada
Utama. Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan meliputi penjelasan
visi dan misi perusahaan, rencana kegiatan sesuai dengan RKTPH dan Pengelolaan
Hutan Ramah Lingkungan serta kawasan dilindungi dalam pengelolaan PT Wana Bakti
Persada Utama dan penjelasan pada saat awal kepada masyarakat terkait rencana dan
dampak pengelolaan hutan lestari yang akan dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada

Utama.
Nilai Kinerja Indikator 6/9 x 100% = 66,67% = SEDANG
Nilai 2
Kematangan/Bobot

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1. Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat

(Bobot : 1) yang berwenang.

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama.. telah memiliki dokumen RKUPH
Justifikasi periode berjalan tahun 2021-2030 yang telah disahkan oleh oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.6593/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020,...tersedia lengkap
meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.

b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Februari
2024 belum pernah dilakukan revisi .

¢) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH terakhir RKUPH PT
Wana Bakti Persada Utama telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik
dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha
pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya

2. Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka

(Bobot : 2) panjang.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) Penataan areal kerja PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. sesuia RKUPH
Justifikasi yang disahkan, meliputi :

1) Areal kawasan yang dilindungi : 3.932. Hektar, terdiri dari :
a. Sempadan Sungai : 882. Hektar;
b. Lereng > 40%: 1.716 Ha;
c. KPPN:734Ha
d. KPSL :600 Ha
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2) Areal tidak untuk Produksi : 3.630 Ha
a. Sarana Prasarana: 14 Ha
b. Tegakan benih: 700 Ha
c. Area Kelola Sosial : 702 Ha
d. PUP:200Ha

3) Areal Budidaya / Produksi = 36.840 Hektar, untuk usaha pemanfaatan
yang meliputi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha
pemanfaatan hutan yang dikembangkan :

1) RKT Tahun 2022

No. Jenis Usaha Luas (Hektar) Letak
Pe”}:au”tl;a:ta” RKT | RKU (Peta RKTdan RKU)
2.554 | 1.262 | Letak Petak RKT Sebagian
1. Kayu Hutan Alam 19.41% sesuai dengan RKU
2) RKT Tahun 2023..
No. Jenis Usaha Luas (Hektar) Letak
Pe”;auflza:tan RKT | RKU (Peta RKTdan RKU)
2457 | 1.291 Letak Petak RKT Sebagian
1. | Kayu Hutan Alam 2 51.% sesuai dengan RKU

3. Verifier 2.1.3

Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).

(Bobot : 1)

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit
Justifikasi usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap

2) URKT Tahun 2024.

RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :
1) RKT Tahun 2023.
a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam:

- Tanda batas tidak terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi
keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak tidak dapat
dibuktikan di lapangan karena akses tidak terjangkau.

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam:
- IS 5% atau 2 petak yaitu petak R26 dan R 27
- Titik Koordinat : 1°54'30.37” LU dan 116°44’5.14” BT.

- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi
keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak tetapi tidak
ditemukan plang batas URKT 2024.

Nilai Kinerja Indikator

9/12 X 100% = 75.00% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2

Halaman 14 dari 56

LPVI-0O17-DN



o /

W

Trustindo Certification

RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI !KAN

F1-02.15 : lLPVI-Oﬁ-IDN '

7) Indikator 2.2 :

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa

lingkungan

1. Verifier 2.2.1

Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa

b)

(Bobot : 1) lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. telah memilki data potensi untuk
Justifikasi setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :

No. Jenis Usaha Sumber Data Potensi

1. | Pemanfaatan Hasil Hutan | a) IHMB
Kayu Alam b) LHC

Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta
Lampirannya, serta SK Pengesahan untuk IHMB sesuai Surat Kepala BPHP
Wilayah XI Samarinda No. S.475/BPHP.XI/P3HP/9/2020 tanggal 4 September
2020 perihal Hasil Evaluasi IHMB a.n, PT Wana Bakti Persada Utama.

Untuk RKT 2023 hasil LHC dilengkapi dengan peta pohon skala 1 : 1.000,
tetapi belum dapat dibuktikan keseuaiannya dengan kondisi di lapangan
karena tidak dapat terakses.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di Petak R25 URKT
2024 dengan potensi 50 cm up sebesar 34.97 M3/Ha. Dan belum semua
barcode sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Verifier 2.2.2

Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha

(Bobot: 2) pemanfatan hutan sesuai ketentuan.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. telah dilakukan
Justifikasi sesuai daya dukungnya, berdasarkan :

a) volume produksi ditentukan berdasarkan hasil survey potensi:
b) Realisasi produksi tahun 2022 sebesar 2.50% dan Tahun 2023 tidak ada

produksi

¢) Luasan areal konflik sebesar 11,97% dan tidak ada illegal logging

Nilai Kinerja Indikator

6/9 X 100% = 66.67.% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2

8) Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1. Verifier 2.3.1
( Bobot: 1)

Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
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Ringkasan : |a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah membuat SOP untuk kegiatan
Justifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) dengan sistem TPTI
meliputi :
Pedoman Kerja/lK Disetujui No/Judul
SOP PAK Direktur 8 Januari 2021 No.015/WBPU/SOP-
PROD/01.21
POS Penataan Areal Kerja
SOP ITSP Direktur, 1 Juni 2021 No.P/SOP/ITSP/004
Prosedur ITSP
SOP PWH Direktur, 6 Januari 2021 | No.012/WBPU/SOP-
PROD/01.21

POS Pembukaan Wilayah
Hutan (PWH)

SOP Produksi
SOP Pemanenan RIL Direktur, 6 Januari 2021 | No.10/SOP-
WBPU/PROD/RIL/2021

SOP  Pemanen  Ramah
lingkungan (RIL)

SOP Penebangan Direktur 8 Januari 2021 | SOP 009/WBPU/SOP-
PROD/01.21

SOP  Produksi, Urusan
Pemanenan, Penebangan

IK Penebangan 1K 0203

IK penebangan

Pedoman Kerja April 205 Pedoman Kerja -03

IK 0301-0305

Bidang Pembinaan Hutan
Pembibitan April 2005 IK 0301

Pembibitan
Pengayaan dan | April 2005 IK 0302
penanaman Pengayaan dan penanaman
Penanaman tanah kosong | April 2005 IK 0303

Penanaman tanah kosong
dan kanan kiri jalan

Pemeliharaan Tanaman April 2005 IK 0304
Pemeliharaan Tanaman
SOP Perlindungan Hutan Direktur, 12 April 2021 016/WBPU/SOP-EK0/01/21

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan Sebagian belum
mengacu kepada pedoman teknis dan Peraturan Menteri Longkungan Hidup
dan Kehutanan No.8 tahun 2021.

Verifier 2.3.2 : | Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
( Bobot:2)

NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan : |a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :

Justifikasi
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1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), belum seluruhnya
terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan pemanenan,
penanaman

b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan
pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :

1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) pada kegiatan PAK....,
dinilai belum seluruhnya sesuai, tidak ditemukan plang URKT 2024, patok
batas blok RKT, Untuk kegiatan ITSP tahun 2023 tidak dapat diakses
tetapi untuk URKT 2024 belum semua sesuai dengan talley sheetnya,

3. Verifier 2.3.3 : | Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam
( Bobot : 2) menjamin kelestarian hutan.
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Selama periode audit bulan September. 2022 s.d ...Februari 2024 PBPH PT
Justifikasi Wana Bakti Persada Utama telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau

pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam ) :
a) Kegiatan :2023.

No | Uraian RKT 2022 RKT2023
a. | Rencana (Ha) | 3078.88 -
b. | Realisasi (Ha) | 22 -

- Prosentase 7.15% -

Pencapai 7.15% meliputi kegiatan penanaman kanan kiri jalan dan
rehabilitasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku..
2) Untuk regenerasi hutan alam dapat dilihat dari potensi permudaan yang ada,

pohon inti tahun 2022 sebsar 32.76 pohon per hektar dan tahun 2023
sabnyak 20.22 pohon per hektar.

Nilai Kinerja Indikator | : | 10/15 X 100% = 66.67 % = SEDANG
Nilai D2
Kematangan/Bobot

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1. Verifier 2.4.1 : | Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
(Bobot: 1) pemanfaatan hutan.
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : |a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. telah membuat SOP penerapan
Justifikasi teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu (hutan alam), dengan No SOP RIL No.10/SOP-WBPU/PROD/RIL/2021,
disetujui tanggal 6 Januari 2021, disetujui oleh Direktur.
dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya belum
seluruhnya sesuai dengan PermenLHK No.8 Tahun 2021 Lampiran XIV dan telah
memperhatikan karakteristik biofisik .

2. Verifier 2.4.2 : | Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
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(Bobot:2)
NILAI KINERJA : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
Justifikasi alam telah diterapkan pada sebagian tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi :

e Perencanaan : Kegiatan PAK dilaksanakan untuk RKT 2023 dan 2024,
ITSP dilaksanakan.untuk RKT 2023 dan URKT 2024 pada Sebagian petak

o Operasional dan paska pemanenan : Pada saat kegiatan audit tidak ada
kegiatan produksi. berdasarkan hasil sertfikasi sebelumnya bahwa :
PT Wana Bakti Persada Utama telah menerapkan prinsip RIL dalam
kegiatan pemanenan khususnya dalam kegiatan PWH yang dilaksanakan
pada kegiatan perbaikan jalan utama dari Km 0 hingga km 16 dan jalan
sarad serta pelaksanaan K3, pada kegiatan pasca pemanenan SOP RIL
belum sepenuhnya diterapkan,

3. Verifier 2.4.3 . | Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal
(Bobot:2)
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Pada saat kegiatan audit tidak ada kegiatan produksi. Untuk melihat kerusakan
Justifikasi tegakan tinggal dapat dilihat dari hasil sertifikasi :

Uji Petik kegiatan sertfikasi dilakukan di areal bekas tebangan Petak U.19 RKT
Tahun 2022 carry over Tahun 2021 pada koordinat 1°50°15,462”LU dan
116°45'42,24”BT Berdasarkan uji petik diketahui bahwa

- Kerusakan tingkat pancang 0,24 %

- Kerusakan tingkat tiang 0,18 %

- Kerusakan tingkat pohon 0,29 %

- Rata-rata kerusakan tegakan sebesar 0,24 atau 24 %.

Nilai Kinerja Indikator | : | 10/15 x 100% = 66.67 % = SEDANG
Nilai D2
Kematangan/Bobot

5) Indikator 2.5 :

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan
dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1. Verifier 2.5.1 : | Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan

(Bobot: 1) ketentuan.

NILAI KINERJA : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan : | a) Selama 2 (dua) tahun terakhir / periode audit bulan September 2022. s.d
Justifikasi Februari 2024, PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. memilki RKT yang telah

disetujui secara self approval oleh Direktur meliputi :
No. | Periode RKT | Tanggal Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan
Disetujui

1. RKT 2022 10 Januari | Pemanfaatan Hutan pada kayu hutan alam
2022
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2. RKT 2023 14 Maret Pemanfaatan Hutan pada kayu hutan alam
2023

b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :
Hasil Inventarsiasi tahun 2023, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu alam dengan potensi 38.03 M3/Ha.

d) Untuk URKT 2024, proses inevntarisasi sedang berlangsung, dan sementara
potensi per Ha untuk petak R 25 dengan potensi 50 cm up sebesar 34.97
M3/Ha. Dan belum semua barcode sesuai dengan kondisi di lapangan.

¢) Baik RKT 2023 maupun URKT 2024, belum seluruhnya disusun sesuai
dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.

Verifier 2.5.2 . | Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH

( Bobot: 1)

NILAI KINERJA | : | BAIK / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan : |a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama membuat Peta Kerja untuk setiap blok
Justifikasi usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022

maupun RKT Tahun 2023

b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh /
sebagian Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya dan memperhatikan
keberadaan areal yang seharusnya dilindungi.

Verifier 2.5.3 . | Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha
( Bobot : 2) pemanfaatan hutan dengan peta kerja

NILAI KINERJA : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok :
Justifikasi Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam,..

» RKT Tahun 2023.

e Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam:

o Tanda batas tidak terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi
keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak tidak dapat
dibuktikan di lapangan karena akses tidak terjangkau.

» URKT Tahun 2024.

e Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam:

e IS 5% atau 2 petak yaitu petak R26 dan R 27

e Titik Koordinat : 1°54’30.37” LU dan 116°44’5.14” BT.

o Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan
rintisan, pal / patok batas, penomoran petak tetapi tidak ditemukan plang
batas URKT 2024.

» PT Wana Bakti Persada Utama memiliki kawasan lindung berupa KPPN,
Sempadan Sungai, KPSL dan Lereng E. Pada Kawasan lindung tersebut telah
dilakukan penataan batas, tetapi belum seluruhnya dilakukan penandaan
batas di lapangan. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan terdapat penandaan
batas Kawasan lindung sempadan sungai, dengan uraian sebagai berikut :

e Penandaan sempadan sungai Lekhan , ditemukan rintisan batas dengan
polet merah 1 (satu) pada pohon dengan posisi koordinat 1°54'39.37”
LU dan 116°44’11,11”BT.
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e Penandaan Sempadan Sungai Kelay, ditemukan rintisan batas dengan
polet merah 1 (satu) pada pohon dengan posisi koordinat 1°54'39.37”
LU dan 116°44'11,11”BT

4 Verifier 2.5.4

Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka

(Bobot: 2) pendek

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha
Justifikasi pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT. Wana Bakti Persada Utama

VKAN

LPVI-0O17-DN

adalah sebagai berikut:
1) RKT Tahun 2022

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
No. | Kesesuaian Alam
(volume /satuan)

1. LUASAN Hektar

a. | Rencana 2.554

b. | Realisasi 69

c. | Pencapaian 2.70%
2. LOKASI
3. VOLUME

a. | Rencana 49.831

b. | Realisasi 1.246,73

¢. | Pencapaian 2.50%

sesuai lokasi produksi..
2) RKT Tahun 2023

Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 2.50%.. dan

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
No. | Kesesuaian Alam
(volume /satuan)

1. LUASAN Hektar

a. | Rencana 2.457

b. | Realisasi 0

¢. | Pencapaian 0%
2. LOKASI
3. VOLUME M3

a. | Rencana 56.667.64

b. | Realisasi 0

c. | Pencapaian 0%

Tahun 2023 tidak ada realisasi produksi sesuai dengan rencana.

Nilai Kinerja Indikator

11/18 x 100 % = 61.11 % = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2
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6) Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan

hutan.

1. Verifier 2.6.1

Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan

(Bobot: 1) keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1

Ringkasan a) Laporan Keuangan PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. tahun buku terakhir

Justifikasi tahun 2022 yang telah diaudit Akutan Publik tidak tersedia dan laopran yang

tersedia adalah tahun 2021 yang telah dilakukan penilaian pada penilaian
sebelumnya.

b) Kondisi finansial PBPH PT Wana Bakti Persada tahun 2022 berdasarkan hasil
audit Kantor Akuntan Publik : tidak dapat dinilai kesehatamn perusahaannya.

2. Verifier 2.6.2

Realisasi Alokasi dana yang proporsional

( Bobot: 1) (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force
majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam
RKAP dianggap 100 %)

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1

Ringkasan Pengelolaan keuangan dinilai tidak prososional. Perbedaan realisasi alokasi dana

Justifikasi antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% / Terdapat

perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 142.86.%, yaitu antara
pos biaya kegiatan sosial yang terealisir sebesar Rp. 500.000.000. dengan pos
biaya kegiatan pengembangan multi usaha dan perlindungan hutan yang tidak
terealisasi.

3. Verifier 2.6.3

Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan

(Bobot:2) Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan wunaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan Berdasarkan dokumen RKAP PT Wana Bakti Persada Utamatahun 2023, rencana

Justifikasi dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN RENCANA REALIASI %

Pembangunan

1 | infrastruktur 2,700,250,000 | 1,137,929,595 42.14%

2 | SDM 1,392,210,000 532,000,000 38.21%

3 | Produksi 1,310,000,000 875,000,000 66.79%

4 | Sosial 350,000,000 500,000,000 | 142.86%
Pengembangan Multi

5 | usaha 525,000,000 0.00%
Perlindungan hutan dan

6 | kenakeragaman hayati 972,500,000 0.00%

7 | Kepatuhan hukum 400,000,000 45,000,000 11.25%

7,649,960,000 | 3,089,929,595 40.39%
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Realisasi alokasi dana hanya mencapai 40.39 % dari yang dianggarkan sesuai
RKAP tahun 2023.
4 Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.
(Bobot:2)
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
Ringkasan Berdasarkan, Laporan RKAP tahun 2023 bahwa realisasi keuangan tahun 2022
Justifikasi tercapai 40.39 % . Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC produksi bahwa
penggajian dilaksanakan tepat waktu dan tidak terdapat tunggakan pembayaran
BPJS. Akan tetapi beberapa kegiatan dilapangan tidak dilaksanakan tepat waktu
seperti kegiatan penanaman dan produksi
5. Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
( Bobot: 2)
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
Ringkasan Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Wana
Justifikasi Bakti Persada Utama untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan dapat
dijelaskan bahwa tidak ada realisasi kegiatan pembinaan hutan meliputi kegiatan
perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati dari rencana yang telah disetujui
sebesar Rp.972.500.000.

Nilai Kinerja Indikator

8/24 X 100% = 33.33 % = BURUK

Nilai Kematangan/Bobot

1

9)

3) Kriteria : EKOLOGI

Indikator 3.1 :

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen
(Bobot : 1) perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah menetapkan kawasan yang
Justifikasi dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direktur PT

WBPU No. 025/WBPU-la/12.20 tanggal 3 Desember 2020, meliputi :

VKAN

LPVI-017-IDN

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)

1 Sempadan Sungai 882

2. Lereng >40% 1.716

3. KPPN 734

4 KPSL 600
Total 3.932
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b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai

c) PT Wana Bakti Persada Utama memiliki data/ informasi hasil identifikasi Areal

dengan RKUPH Tahun 2020 Periode 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6593/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Wana Bakti
Persada Utama, dengan keberadaan Laporan Penilaian High Conservation
Value Forest Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh konsultan atas nama PT
Wana Kestava. Berdasarkan laporan tersebut telah terindentifikasi kriteria NKT
yaitu NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5 dan NKT 6.

Verifier 3.1.2
(Bobot:2)

Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
dan/atau deliniasi ABKT

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

e Pada Tahun 2023 terdapat kewajiban penandaan batas kawasan lindung pada
blok RKT Tahun 2023 yaitu pada KPPN sepanjang 2,56 km dan total
kewajiban penandaan batas kawasan lindung menjadi 145,129 km.

e Adapun realisasi penantaan batas kawasan lindung yang telah dilaksanakan
oleh PBPH PT WBPU s.d Januari 2024 yaitu tercapai 96,814 km (66,71%)
dari total rencana 145,129 km, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi penandaan batas KL 18 bulan

Pani Kewajiban terakhir (Km)

Jenis anjang Penataan Total
Total

Kawasan Batas batas KL s.d. penandaan

Lindung (s.dtahun | gp Agustus s.d batas KL

KL (km
e 7 T nest:nber 2023 | Januari
Juli 2024

2022) 2022

KPPN 46,221 30,584 9,57 - - - 9,57

Sempadan

. 130,584 65,782 61,44 - - - 61,44
Sungai

KPSL 20,164 13,123 0 - - - 0

Areal
kelerengan 36,955 35,64 | 25,804 - - - 25,804
E (>40%)

Total 233,024 145,123 | 96,814 - - - 96,814

Persentase (96,814 /145,123 ) x 100% = 66,71%

Verifier 3.1.3
( Bobot : 1)

Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung

NILAI KINERJA

BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan
Justifikasi

Pada periode audit s.d Januari Tahun 2024 tidak terdapat data terbaru terkait Peta
Penafsiran Citra Satelite, sehingga masih menggunakan peta citra tahun 2021
dengan penjelasan sebagai berikut:

PT Wana Bakti Persada Utama memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021
(Komposit Citra Landsat 8 OLI+ Band 654 Path/Row 117/59, Liputan 2 Maret
2020) yang telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Cq. Direktur IPSDH No. S.94/IPSDH/PSDH/PLA.1/ 1/2021 tanggal 29
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Januari 2021. Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang
tercantum di Peta RKUPHHK-HA Tahun 2020 (Periode Tahun 2021 - 2030)
dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021, kondisi penutupan kawasan
lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan
Kering Sekunder) yaitu 4.242 ha (96,2%), dengan rincian sebagaimana tabel
berikut.

Penutupan Lahan (Ha)
No Kawasan Hutan Lahan Hutan Total
Dilindungi Kering Lah_an Semak | Belukar (Ha)
Primer Kering
Sekunder
1. | Areal lereng E 1.716 0 0 0
(>40%) 1.716
2. | KPPN 803 105 0 0 908
3. | DPSL/KPSL 3N 315 0 0 626
4. | Sempadan Sungai 976 16 21 144 1.157
Total 3.806 436 21 144 4.407
Areal Berhutan | (4.242/4.407) x 100% =
96,2%
Areal Tidak Berhutan | (165 /4.407) x
100% = 3,74%

Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut

( Bobot : 2) maka verifier ini menjadi Not Aplicable)

NILAI KINERJA NOT APPLICABLE

Ringkasan Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode Tahun 2021 - 2030,

Justifikasi diverifikasi jenis tanah pada areal PT Wana Bakti Persada Utama yaitu jenis tanah
latasol (10), dengan bahan induk batu pasir konlomerat di Fisiografi Perbukitan
Lipatan (42,95%); Podsolik Merah Kuning (17) dengan bahan induk bahan batu
pasir di Fisiografi Perbukitan Lipatan (34,95%); Podsolik Merah Kuning (6)
dengan bahan induk plutonik basalt di Fisiografi Pegunungan Instrusi (0,59%);
Podsolik Merah Kuning (19) dengan bahan induk batu pasir di Fisiografi Daratan
(21,54%). Dengan demikian diverifikasi pada areal PBPH PT Wana Bakti Persada
Utama tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa areal ekosistem
gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak
diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

( Bobot : 2)

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) Berdasarkan laporan audit Sertifikasi Awal Tahun 2022 terekam adanya aktifitas

Justifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada kawasan lindung yaitu sempadan

sungai kelay pada koordinat N 1°51°21,717” ; E 116°50'59,953” dan KPSL pada
koordinat N 1°52’15,101”; E 116°50717,564” terdapat bekas-bekas pembukaan
ladang. Selain itu pada sungai kelay masih terdapat penambangan emas yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan;

b) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki upaya penyelesaian yang
terdokumentasi yaitu PT WBPU telah mengidentifikasi dan memetakan adanya
aktifitas/ gangguan dalam kawasan lindung yaitu dengan adanya Laporan
Identifikasi Pemetaan Konflik Tahun 2022 dan Tahun 2023 dan dilampirkan Peta
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dengan skala 1 : 80.000. Berdasarkan laporan tersebut telah terindentifikasi
areal konflik dengan total luas 5.318,89 hektar dan konflik yang masuk di dalam
kawasan lindung yaitu seluas 258,45 hektar terdiri dari KPSL luas 45,63 hektar,
KPPN luas 134,35 hektar dan Sempadan Sungai luas 78,47 hektar;

c) Namun demikian adanya aktifitas tersebut di kawasan lindung belum sampai
pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK).

Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau
( Bobot : 1) tata ruang yang ada di dalam RKUPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Pada periode 18 bulan terakhir implementasi kegiatan pengelolaan kawasan
Justifikasi lindung diantaranya :

a. Penandaan batas kawasan lindung telah tercapai 96,814 km (66,71%) dari
total rencana 145,129 km;

b. Pemeliharaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara periodik setiap
tahun.

¢. Penanaman/ rehabilitasi di Kawasan lindung dengan tutupan lahan non hutan
(semak dan belukar) belum dilakukan.

Selama periode 18 bulan terakhir PT Wana Bakti Persada Utama telah membuat

laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester Il Tahun 2022, Semester | &

[l Tahun 2023 dan telah disampaikan ke instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Timur, namun pelaporannya tidak sesuai dengan tata waktunya.

Nilai Kinerja Indikator

(16 /21 x 100 %) = 76,19 % = SEDANG

Nilai

Kematangan/Bobot

2

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan,

( Bobot : 1) terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin,
pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang
teridentifikasi.

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

KINERJA

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah menyusun dan menetapkan SOP

Justifikasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang

ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

No Jenis Gangguan Prosedur
Hutan
1. | Perambahan SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor
Kawasan : 016/WBPU/SOP-EKO/01.21.
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2. | Pemanenan atau
penebangan
tanpa izin

3. | Perburuan satwa | SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi
liar Nomor : 014/WBPU/SOP-EKO/01.21.

4. | Pencegahan dan | SOP Penanganan Kebakaran Hutan Nomor :
pemadaman 002/WBPU/SOP-EKO/01.13.

kebakaran

5. | Hama dan | SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor
penyakit : 016/WBPU/SOP-EKO/01.21.
tanaman

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, Prosedur pengamanan
dan perlindungan hutan belum mencantumkan referensi acuan terbaru yaitu
PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021, prosedur Perlindungan Flora dan Fauna
Dilindungi belum mencantumkan acuan/ referensi terbaru yaitu PerMenLHK No.
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018, dan
prosedur Penanganan Kebakaran Hutan belum mencantumkan acuan/ referensi
terbaru yaitu PerMenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tanggal 18

April 2016.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
( Bobot : 1)
NILAI : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan : | » Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan
Justifikasi yang dimiliki oleh PT Wana Bakti Persada Utama, yaitu dirinci seperti tabel
berikut:
Jenis
No. Gangguan Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket
Hutan
Perambahan Plang/ Baliho Himbauan Basecam Baru dipasang di 1 titik,
1 K Larangan Perambahan 1 P belum dipasang di tempat-
awasan 7 ;
Hutan atau berladang tempat strategis
Pemanenan Baru dipasang di 1 titik,
atau belum dipasang di tempat-
2 penebangan | Plang Himbauan Larangan 1 Basecamp | tempat strategis
tanpa izin/ illegal logging 71
lllegal
Logging
Pencegahan Diverifikasi jenis dan jumlah
encegana nya masih kurang dari 50%
3 dan Sarana prasarana Basecamp sesuai ketentuan yaitu
pemadaman | dalkarhutla PT WBPU 7 P LHK N
kebakaran ermen 0.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016
. Baru dipasang di 1 titik,
Plang himbauan kebakaran 1 Basecamp belum dipasang di blok
hutan dan lahan 7 .
RKT berjalan
Mobil Tanki Air Tidak Ada
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Plang FDR 1 ?i’secamp
Hama dan Tidak ada
4 Penyakit Peptisida
Tanaman
Pupuk Pupuk kimia tidak ada
Perburuan . Tidak ada
5 Satwa Liar Pos Security
. ’ Baru dipasang di 1 titik,
Plang hlmbauan'dlnarangl 1 Basecamp belum dipasang di tempat-
berburu satwa dilindungi 71 ;
tempat strategis

» Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana
yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana
perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.

Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
(Bobot : 1) pemanfaatan teknologi
NILAI BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
KINERJA
Ringkasan a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Wana Bakti
Justifikasi Persada Utama saat ini, terdiri dari :
No. Unit Kerja Kewajiban Jumlah Personel
Perlindungan dan Personil Certified
Pengamanan Hutan (terkini)
1. | Regu Pemadam Kebakaran 1regu (15 | 1regu (15 0
personil) personil)
2. | Security 8 0 0

b) Regu Inti Dalkarhutla PT WBPU tidak memenuhi kualifikasi sedangkan personil
security tidak dimiliki oleh PT WBPU. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki
SDM Perlindungan Hutan, namun tidak memenuhi kualifikasi dan tidak
proporsional.

c) PT Wana Bakti Persada Utama belum memanfaatkan teknologi dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti a) penggunaan drone dalam
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dan b) pemantauan hotspot
dengan memanfaatkan data dari website SiPongi.

Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)

( Bobot:2)

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

KINERJA

Ringkasan a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan
Justifikasi pengamanan hutan yang terkait dengan :

- tindakan preemtif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di
lapangan berupa Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat desa
binaan yaitu Kampung Long Duhung dan Long Lamcin terkait perlindungan
hutan.
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tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di
lapangan berupa a) PT Wana Bakti Persada Utama telah menyediakan
prosedur, sarana prasarana perlindungan hutan, dan personil perlindungan
hutan (dalkarhutla). Meskipun begitu, penyediaan jumlah dan jenis sarpras
dalkarhutla serta jumlah dan kompetensi SDM dalkarhutla belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun
2016; b) Memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan
membakar hutan, illegal logging dan perburuan satwa dilindungi; c)
Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan, namun intensitas kegiatan
patroli masih kurang.

b) Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya :
Belum melakukan sosialisasi terkait perambahan kawasan hutan,
pemanenan atau penebangan tanpa izin, kebakaran hutan & lahan dan
perburuan satwa dilindungi kepada karyawan;
Ketersediaan sarana prasarana kebakaran dan security masih kurang dalam
menunjang kegiatan perlindungan hutan.
Belum memiliki pos pengamanan/ security.
Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang
(dalkarhutla dan security)
Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli
Api dengan Masyarakat Desa Binaan.
Belum memiliki Peta Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi
areal rawan kebakaran.
Belum ada pengukuran FDR dengan memanfaatkan suhu, dan kelembaban.
Belum melaporkan laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode
September 2022 s.d Januari 2024) secara elektronik/ online di website
SIPONGI.
Belum melaporkan perlindungan dan pengamanan hutan tahun 2022 dan
2023 kepada instansi terkait.
Belum melaporkan rutin setiap bulan laporan dalkarhutla secara online ke
website SIPONGI dan belum melakukan monitoring hotspot.

Nilai Kinerja
Indikator

(9/15x100 %) = 60,00 % = SEDANG

Nilai Kematangan/
Bobot

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1. Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
(Bobot : 1) komponen fisik dan kimia
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah memilki SOP pengelolaan dan
Justifikasi pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia serta
pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :
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No Jenis Pengelolaan dan/ Prosedur
atau Pemantauan Fisik
Kimia serta Pengelolaan
Limbah B3
A. Komponen Fisik Kimia
1. | Pengukuran curah hujan SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan
Nomor : 013/WBPU/SOP-EKO/01.21.
2. Pengukuran suhu udara Tidak Ada
dan kelembaban udara
3. | Pengukuran debit air SOP Debit Air Sungai Nomor : 017/WBPU/SOP-
sungai EKO/01.21, Revisi : ke-1.
4. | Pengukuran tinggi muka Tidak Ada
air sungai
5. | Pengukuran sedimentasi SOP Pemantauan Erosi dan Sedimentasi Nomor :
sungai BINHUT-03/ENV-05/A-01, Revisi : ke-0.
6. | Pengukuran laju erosi SOP  Pengukuran Erosi Tanah  Nomor
018/WBPU/SOP-EKO/01.21, Revisi : ke-1.
7. Pemantauan Kualitas Air Tidak Ada
8. Pemantauan Kualitas Tidak Ada
Tanah
9. | Persemaian Instruksi Kerja Pembibitan No. IK 0301 Tahun 2005.
IK dibuat oleh Kabag Pembinaan diperiksa oleh
Manajer Camp, disetujui oleh Direksi.
10. | Penanaman/ Rehabilitasi - Instruksi Kerja Pengayaan dan Penanaman No.
IK 0302 Tahun 2005.
- Instruksi Kerja Penanaman Tanah Kosong dan
Kanan Kiri Jalan No. IK 0303 Tahun 2005.
11. | Pemeliharaan tanaman Instruksi Kerja Pemeliharaan Tanaman No. IK 0304
Tahun 2005.
B. Pengelolaan Limbah B3
1. | Pengelolaan limbah B3 SOP  Pengelolaan  Limbah B3  Nomor
019/WBPU/SOP-EK0O/01.21, Revisi : ke-1.
2. Pengelolaan limbah SOP Pengelolaan Limbah Domestik Nomor
domestik 020/WBPU/SOP-EK0O/01.21, Revisi : ke-1.

b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;

belum lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam
AMDAL PBPH PT Wana Bakti Persada Utama. Belum memilki SOP yang
terkait dengan 1) Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara; 2)
Pengukuran tinggi muka air sungai; 3) Pemantauan Kualitas Air dan 4)
Pemantauan Kualitas Tanah

Sebagian prosedur ada yang belum sesuai dengan acuan regulasi yang

berlaku.

Verifier 3.3.2
(Bobot: 1)

Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang
didukung dengan SDM yang memadai
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NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
Ringkasan » Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak
Justifikasi terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki
oleh PT WBPU yaitu terdiri dari :
a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik Kimia,
meliputi:
- Pemantauan curah hujan
- Pemantauan Debit Air dan TMA
- Persemaian
b. Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum
tersedia yaitu :
Pemantauan suhu dan kelembaban udara
Pemantauan sedimentasi sungai
Pemantauan laju erosi
Pemantauan kualitas air
Pemantauan kualitas tanah
Bangunan TPS Limbah B3
MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga
TPA Sampah Organik dan Anorganik
TPS Sampah Organik dan Anorganik
» PT Wana Bakti Persada Utama belum memiliki SDM yang berkompeten/
berkualifikasi sebagai GANISPH Pembinaan Hutan (Binhut) dan/ atau SDM
yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3.
3. Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan
(Bobot : 2) kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
Ringkasan Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan
Justifikasi kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada

Utama tidak terekam dengan baik.

Nilai Kinerja Indikator

(4/12x100%) = 33,33% =BURUK

Nilai Kematangan/

Bobot

1

12) Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan endemik

Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
(Bobot : 1) langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Wana Bakti Persada Utama.memiliki prosedur untuk pelaksanaan
Justifikasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP lIdentifikasi
Flora Nomor : 010/WBPU/SOP-EKO/01.21. SOP dibuat oleh Nanang Sugiyanto
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(Kabag Kesos & Keling) tanggal 05-01-2021 dan SOP lIdentifikasi Satwa Liar
Nomor : 011/WBPU/SOP-EKO/01.21.

Prosedur terkait Identifikasi Flora dan Fauna belum mencantumkan peraturan
dan/ atau acuan referensi terbaru yakni :

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di
luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28
Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa
yang Dilindungi.

Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

(Bobot:2) langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal

Justifikasi PBPH PT Wana Bakti Persada Utama baru dilakukan sebagian sesuai dengan
prosedur.

Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

(Bobot : 2) langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Pada rentang waktu audit ketersediaan dokumen hasil identifikasi flora dan fauna

Justifikasi yang dimiliki oleh PT WBPU termuat dalam Laporan Biodiversity Tahun 2023.

Pada Laporan Biodiversity Tahun 2023 memuat Kajian Keanekaragaman Mamalia,
Burung, Tumbuhan, Survei Owa Kalimantan dan Monitoring Orangutan
Kalimantan Tahun 2023. Metode pengambilan data keanekaragaman jenis
mamalia dan burung dilakukan dengan metode pengamatan jejak, visual
encounter survey (VES), dan pemasangan kamera trap, serta menggunakan
metode plot dan observasi jalur untuk pengambilan data tumbuhan. Selain itu,
populasi dan sebaran owa kalimantan diambil dengan metode pengamatan suara
owa pada satu titik (acoustic single observer) dan reki (race walk), serta
penghitungan sarang orangutan pada jalur tegak lurus (line fransect). Lokasi
kajian masih bersifat global belum di kelompokkan berdasarkan Blok RKT/
tebangan dan kawasan lindung.
Hasil kajian biodiversity teridentifikasi flora dan fauna yaitu sebagai berikut :
- Kelas Mamalia sebanyak 28 jenis dan ada sebanyak 9 jenis masuk kategori
perlindungan sesuai IUCN, CITES dan PermenLHK P.106 Tahun 2018 yaitu
1) Lutung dahi-putih; 2) Lutung merah; 3) Monyet Beruk; 4) Monyet ekor-
panjang; 5) Beruang madu; 6) Musang leher kuning; 7) Linsang; 8)
Binturung; 9) Trenggiling.
- Kelas Aves (burung) sebanyak 202 jenis dan ada sebanyak 22 jenis masuk
kategori perlindungan sesuai IUCN, CITES dan PermenLHK P.106 Tahun
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2018 yaitu Baza Jerdon, Sikep-madu asia, Elang ular Bido, Elang Brontol,
Elang alap jambul, Enggang Jambul, Enggang Klihingan, Julang Jambul
hitam, Julang Emas, Kangkareng Hitam, Kangkareng Perut Putih, Rangkong
Badak, Rangkong Gading, Alap-alap capung, Puyuh Sengayan, Kuau Raja,
Nuri Tanau, Serindit Melayu, Betet Ekor Panjang, Tiong Emas.

- Kelas vegetasi/ tumbuhan (pohon, epifit, herba, liana, semak) sebanyak 318
jenis masuk kategori perlindungan sesuai IUCN yaitu LC (Least Concern)/
tidak terperhatikan sebanyak 81 jenis, VU (Vulnerable)/ Rentan sebanyak 14
jenis, NT (Near Threatened)/ Nyaris Terancam sebanyak 9 jenis, EN
(Endangered)/ Genting sebanyak 5 jenis, DD (DataDeficient)/ Kurang data
sebanyak 3 jenis dan 1 jenis masuk kategori perlindungan sesuai
PermenLHK P.106 Tahun 2018 yaitu Borassodendron borneensis.

Nilai Kinerja Indikator | : | (10 /15 x 100%) = 66,67% = SEDANG
Nilai D2
Kematangan/Bobot

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang
dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah
serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1. Verifier 3.5.1 : | Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang
(Bobot: 1) dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : | PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki prosedur untuk pelaksanaan
Justifikasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Perlindungan
Flora dan Fauna Dilindungi Nomor : 014/WBPU/SOP-EKO/01.21 yang dibuat
belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti :

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di
luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28
Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa
yang Dilindungi.

2. Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
(Bobot : 2) jarang, terancam punah dan endemik
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
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Ringkasan
Justifikasi

PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah melaksanakan kegiatan pengelolan
flora dan fauna, namun belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP
yang dibuatnya.

Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan
flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik di areal PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, dan dilengkapi peta
kerjanya,

3. Verifier 3.5.3

Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

(Bobot:2) endemik dan habitatnya di areal PBPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan » Berdasarkan verifier 3.1.5 diverifikasi terdapat konflik di areal PBPH PT WBPU
Justifikasi dengan total luas 5.318,89 hektar dan konflik yang masuk di dalam kawasan

lindung yaitu seluas 258,45 hektar terdiri dari KPSL luas 45,63 hektar, KPPN
luas 134,35 hektar dan Sempadan Sungai luas 78,47 hektar.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara
dengan Kepala Kampung Long Keluh/ Long Boy Bpk. Paulus dijelaskan
masyarakat sekitar masih melakukan perburan hewan/ satwa di areal PBPH
PT WBPU antara lain yang diburu yaitu rusa/ payau. Jenis satwa yaitu rusa
(Rusa unicolor merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang
tercantum dalam PermenLHK Nomor:
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang
dilindungi di dalam areal PBPH PT WBPU, dikarenakan masih adanya kegiatan
perambahan hutan dan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat
sekitar hutan.

Nilai Kinerja Indikator

(10/15 x 100%) = 66,67% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum
adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1. Verifier 4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat

(Bobot: 1) hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama membuat dan menetapkan

Justifikasi prosedur untuk pelaksanaan kegiatan :

1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat
dan/atau masyarakat setempat; dan

2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif;

seperti dokumen SOP :
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- SOP - 0503 tentang Delineasi Batas Kawasan Konsesi dengan
Masyarakat, revisi 02
- SOP 0507 tentang Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat, revisi
02
- SOP 0504 tentang Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi
02
- SOP 0506 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, revisi 02
b)  Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), Prosedur
mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal
untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan namun acuan dari
SOP ini belum seluruhnya mengacu pada peraturan terbaru seperti P.7/2023,
P8/2021 dan P.9/2021

Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak

( Bobot : 1) dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah menetapkan rencana kerja
Justifikasi kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen:

= SK IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama (Nomor : SK.864/KPTS-
V1/1999 tanggal 13 Oktober 1999), dalam dokumen ini diuraikan terkait
kewajiban dan tanggung jawab sosial PT WBPU terhadap masyarakat
sekitar

= Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022, Tanggal 28 Januari 2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor SK. 864/KPTS-VI/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Tetntang
Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Wana Bakti Persada Utama
Di Provinsi Kalimantan Timur.

= RKUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama Periode Tahun 2021 -
2030, berdasarkan SK Nomor : SK.6593/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.I/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, dalam dokumen
ini terdapat rencana tanggung jawab sosial PT WBPU dalam jangka 10
tahun

» RKTPH Tahun 2022 dan CO Tahun 2021 dengan SK 01/WBPU-
1a/RKT/01.22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Direktur
PT Wana Bakti Persada Utama.

»  RKTPH Tahun 2023 dengan SK 004/LTR/SK-RKTPH/WBPU/JKT/II/2023
tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT Wana Bakti
Persada Utama.

= Dokumen Rencana Operasional PMDH yang tertuang dalam Dokumen
Rencana Kegiatan Sosial Tahun 2022. Pada dokumen ini menjelaskan
anggaran dan rencana fisik untuk masing-masing desa di setiap
tahunnya.

= Tidak tersedia dokumen rencana operasional tahun 2023.

= Peta Sebaran Desa di sekitar PBPH PT Wana Bakti Persada Utama
terbagi atas 5 Desa yaitua Desa Long Pelay, Long Keluh/ Boy, Long
Duhung, Long Beliu, dan Long Lamcin

= Surat Peryataan Kesepakatan dengan Desa Long Pelay tanggal 21 Juni
2022, bahwa perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban memberikan
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kompensasi, bantuan solar, pembangunan gedung PAUD, meminta
renovasi gereja, perbaikan jalan dan lainnya

= Tersedia peta areal penting masyarakat overlay skala 1:80.000.
=  Perusahaan telah melakukan inventarisasi HHBK yang tertuang SIA
Tahun 2022 seperti menggambil madu, mencari ikan, mencari gaharu
namun belum tersedia monitoring HHBK tersebut
= Laporan monitoring konflik tahun 2022-2023 seluas 5.318,89 Ha
b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2022- 2023
c) Tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi,berupa dokumen
yang telah disebutkan pada poin a)

3. Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
(Bobot:2) PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan : |a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki memiliki Peta Sebaran
Justifikasi Desa yang berada di dalam Areal Desa Long Lamcin, Long Keluh/Boy. Long

Pelay dan yang diluar Desa Long Duhung dan Long Beliu
Beberapa telah dilakukan penataan batas partisipatif berupa:

o Tata Batas Areal PT Wana Bakti Persada Utama telah temu gelang
(100%). Batas Partispatif desa Long Pelay dengan Long Keluh di
lapangan sudah dibuat, namun belum terdapat BA Partisipatfnya,
sedang untuk desa lainnya masih belum dilakukan

e Sedangkan berdasarkan hasil identifikasi konflik/klaim lahan yang
tertuang dalam laporan monitoring konflik seluas 5.318,89 Ha. Di
dalam luasan ini terdapat areal yang dianggap keramat oleh
masyarakat yang telah dilakukan pendataan yaitu

- Hutan yang dilindungi oleh dua kampung (Long Boy dan Long dan
Long Duhung 1.653,59 H
- But Lung Nyung 121,83 Ha
- Kung Blau dan But Nap 421.42 Ha
- Utau Beliau dan Wungun Kwan 1.759,83 Ha.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Long Duhung-Pak Matius,
Kepala Kampung Long Keluh/Boy-Pak Paulus Elisa menjelaskan masih terdapat
klaim lahan dan areal yang dikeramatkan tidak dilakukan pengelolaan oleh
perusahaan
b) Sampai dengan saat audit di bulan Februari 2024, penandaan batas secara
partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), baru
sebagian dilakukan
= Terdapat kalim lahan yang belum dilakukan pengukuran di lapangan dan
belum dilakukan penandaan dan masih proses identifikasi lebih lanjut terkait
situs budaya

Nilai Kinerja Indikator | : | 8/12 (100%) =66,67% SEDANG

Nilai 1|2
Kematangan/Bobot
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15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

Verifier 4.2.1
( Bobot:2)

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.

NILAI KINERJA

Buruk/ Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan
Justifikasi

a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah membuat namun tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan melaporkan kepada ke KPHP Berau Barat
namun belum setiap 6 bulan sekali tentang hasil pemetaan konflik di areal
PBPH

b) Selama periode audit bulan Tahun 2022-2023 terdapat jumlah klaim seluas
5.318, 89 Ha berupa tanaman padi gunung, kakao, areal yang dikeramtkan
dan lainnya.

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point
b), diketahui laporan belum dibuat belum sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan belum dilaporkan secara periodik ke instansi terkait.

Verifier 4.2.2
( Bobot: 1)

Tersedia mekanisme resolusi konflik

NILAI KINERJA

Sedang/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah memilki dokumen prosedur terkait
mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan
masyarakat di areal PBPH nya yaitu:

e SOP- 0502 tentang Penyelesaian Konflik Sosial tanggal 15 Februari
2024

b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai
dimaksud butir a) :-

Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat pada referensi
belum mengacu pada P P.8 Tahun 2021

Telah disosialisasikan kepada Desa Lomg Keluh/Boy yang dihadiri 21
orang dan Long Pelay yang dihadiri 23 orang, namun belum termasuk
desa terdampak.

Verifier 4.2.3
( Bobot : 1)

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan

NILAI KINERJA

Baik / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan
Justifikasi

a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki Struktur Organisasi
Penyelesaian Konflik Sosial yang dibuat tanggal 3 Januari 2024 sesuai dengan
SK General Manager PT Wana Bakti Persada Utama (002/WBPU-BR/030124)
yang disetujui oleh kepala Kampung dan kepala Adat, tentang Struktur
Organisasi Kelmbagaan Penyelesaian Konflik PT Wana Bakti Persada Utama.
Pada struktur tertera diagram kelembagaan:

e  General Manager

e Camp Manager

e Manager Kelola Sosial dibantu Humas

e Lembaga Adat Berau (Lembaga Adat Long Lamcin, Lembaga Adat Long
Boy, Lembaga Adat Long Pelay, Lembaga Adat Long Duhung)

o Muspika (Kepala Kampung Long Lamcin, Kepala Kampung Long Boy,
Kepala Kampung Long Pelay, Kepala Kampung Long Duhung).
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Terkait anggaran Penyelesaian Konflik PT Wana Bakti Persada Utama telah
menyiapkan anggaran biaya yang tertuang dalam dokumen Budget Masyarakat
Lokal dan Budget Fee Kayu dan Sewa Lahan Kelembagaan yang dibentuk sesuai
dimaksud butir a) :
Telah melibatkan para pihak terkait;
Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara
jelas/terukur
PBPH PT Wana Bakti Persada Utama mengalokasikan dana untuk
operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang
dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.

4, Verifier 4.2.4

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik

( Bobot : 1)

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki penyelesaian konflik yang
Justifikasi tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan (Term of Refernce) Identifikasi

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) 5 & 6 Areal Hutan Produksi di
Kecamatan Kelay. Dalam penyelesaian konflik ini perusahaan menunjuk
konsultan PERISAI. Pada dokumen ini dijelaskan mekanisme kerja seperti
meyusun daftar dan lokasi ground check, penandaan lapangan dan lainnya,
tersedia tata waktu hingga proses laporan terkahir. Namun belum
dijelaskan sasaran/target yang akan dicapai

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat :

sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada
tahun sebelumnya;

tata waktu;

alokasi sumber daya (SDM dan biaya);

mekanisme kerja

monitoring; dan

evaluasinya

Namun belum dijelaskan sasaran/target yang akan dicapai.

5. Verifier 4.2.5

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi

( Bobot:2)

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode
Justifikasi audit Tahun 2022-2023 masih dalam proses penyelesaian adapun yang sudah

dapat diselesaikan berupa tunggakan pembayaran fee kayu dan pembayaran
upah pekerja lokal (tunggakan manajemen sebelumnya) berita acara belum
seluruhnya terdoluemntasi dengan baik.

b) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) tersedia dokumen
kegiatan pelaksanaan di Desa Long Keluh/Boy namiun belum
terdokumentasi dengan baik

Nilai Kinerja Indikator

13/21 (100%) = 61,90% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2
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16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1. Verifier 4.3.1 . | Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
( Bobot : 1) setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH oleh pemegang PBPH.
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : |a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki informasi masyarakat hukum
Justifikasi adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh

oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dicatat pada dokumen
- Tersedia data karyawan lokal
- MOnitoring HHBK di dalam areal tahun 2022-2023 tidak tersedia

- Data masyarakat yang berladang di dalam areal namun belum dilakukan
pengukuran di lapangan

- Peta sebaran desa

- Tersedia dokumen SIA

- Tersedia data Penerima bantuan
- Dan dokumen lainnya

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir
a):
- Data dan informasi belum mencakup seluruh desa yang berada di sekitar
areal PBPH PT Wana Bakti Persada Utama

- Belum updating monitoring HHBK dan identifikasi lanjutan terkait klaim

2. Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
(Bobot : 1) hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual :2x1=2
Ringkasan : |a) PT Wana Bakti Persada Utama telah menetapkan kebijakan atau prosedur
Justifikasi terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen

e SOP 0501 tentang Bina Desa, revisi 02. Tersedia tahapan proses
kegiatan dalam bentuk bagan alur namun tidak dijelaskan terkait bagan
alur tersebut.

e  SOP 0505 tentang Distribusi Insentif revisi 02.

o  SOP 0504 tentang Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi

02.

e SOP 0506 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, revisi 02
Sosialisasi terkait mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
produktif masyarakat ini belum dilaksanakan secara langsung baik jenis
mekanisme maupun di desa binaan,

B) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai
belum mencakup seluruh masyarakat setempat dan acuan yang digunakan
belum seluruhnya mengacu pada kententuan yang terbaru

C) Berdasarkan hasil wawancara dengan Desa/Kampung Long Keluh/Boy-Pak
Paulus), Long Duhung-Pak Matius) menjelaskan bahwa secara umum sudah
mengetahui tahapan binaan desa dan insentif namun memamng tidak ada
sosialisasi secara langsung.
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Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
(Bobot: 1) peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki dokumen rencana
Justifikasi pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :
o SKIUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama (Nomor : SK.864/KPTS-
V1/1999 tanggal 13 Oktober 1999), dalam dokumen ini diuraikan terkait
kewajiban dan tanggung jawab sosial PT WBPU terhadap masyarakat
sekitar
e  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022, Tanggal 28 Januari 2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor SK. 864/KPTS-VI/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Tetntang
Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Wana Bakti Persada Utama
Di Provinsi Kalimantan Timur
e RKUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama Periode Tahun 2021 -
2030, berdasarkan SK Nomor : SK.6593/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.I/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, dalam dokumen
ini terdapat rencana tanggung jawab sosial PT WBPU dalam jangka 10
tahun
e  RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023
e Dokumen Rencana Operasional PMDH yang tertuang dalam Dokumen
Rencana Kegiatan Sosial Tahun 2022. Pada dokumen ini menjelaskan
anggaran dan rencana fisik untuk masing-masing desa di setiap
tahunnya.
o Tidak tersedia dokumen rencana operasional tahun 2023.
o Peta Sebaran Desa di sekitar PBPH PT Wana Bakti Persada Utama
terbagi atas 5 Desa yaitua Desa Long Pelay, Long Boy, Long Duhung,
Long Beliu, dan Long Lamcin
e Surat Peryataan Kesepakatan dengan Desa Long Pelay tanggal 21 Juni
2022, bahwa perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban memberikan
kompensasi, bantuan solar, pembangunan gedung PAUD, meminta
renovasi gereja, perbaikan jalan dan lainnya
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai
bahwa dalam dokumen Rencana Kelola Sosial tahun 2022 PT Wana Bakti
Persada Utama sudah diuraikan kegiatan dan anggaran biayanya pada tahun
berjalan, namun tidak mengacu pada RKTPH dan dokumen RKTPH tidak
mengacu pada dokumen RKUPH dan untuk tahun 2023 tidak tersedia.
c) Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan
Desa/Kampung Long Keluh/Boy-Pak Paulus), Long Duhung-Pak Matius)
belum terdapat kegiatan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, program
PMDH/CSR masih sebatas bantuan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
( Bobot : .2) hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
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Ringkasan
Justifikasi

PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan implementasi kegiatan
peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen:

=  Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam Laporan Realisasi Kelola Sosial
PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2022 (tidak ada rencana 0%)

» Pada tahun 2023 tidak ada kegiatan operasional (0%)

= Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, per tanggal 4 Februari 2024 terdapat 55
karyawan berasal lokal dari 57karyawan, atau sebesar 96,5 %.

= Realisasi fee kayu 100% (Rp 130.087.610)

Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT PT
Wana Bakti Persada Utama sebesar :

( 0%+ 0% +96,5%+ 100% ) % : 4= 49,13 % ( < 50 %)

Nilai Kinerja Indikator

10/15 (100%) = 66,67% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1. Verifier 4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan

( Bobot : .2) lingkungan Pemegang PBPH
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki dokumen identifikasi
Justifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan

yang prosesnya sebagian melibatkan masyarakat desa seperti pada dokumen:

- Surat Peryataan Kesepakatan dengan Desa Long Pelay tanggal 21 Juni
2022, bahwa perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban memberikan
kompensasi, bantuan solar, pembangunan gedung PAUD, meminta
renovasi gereja, perbaikan jalan dan lainnya

- Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Kampung Long Lancim
tentang pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksa) tanggal 1 September 2022. Pada dokumen ini dijelaskan
terkait penebangan harus meminimalisir dampak kerusakan lingkungan,
menjalakan kegiatan multi usaha, melakukan kerjasama dengan
masyarakat dan lainnya

- Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Kampung Long Duhung
tentang pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksa) tanggal 31 Agustus 2022. Pada dokumen ini dijelaskan
terkait penebangan harus meminimalisir dampak kerusakan lingkungan,
menjalakan kegiatan multi usaha, melakukan kerjasama dengan
masyarakat dan lainnya

Selain itu tersedia Dokumen Penyususnan Rencana Kelola Sosial dengan
pendekatan SIGAP, Februari 2023 dijelaskan usulan pemberdayaan ekonomi dan
bantuan sosial di masing-masing kampung, seperti:

- Kampung Lancim: Budidaya pohon gaharu, budidaya ikan sapan, budidaya
babi, peternakan ayam dan lainnya. Untuk bantuan sosial bergerak
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dibidang progrram perayaan agama, bantuan BBM, beasisiwa, fee kayu
dan kedukaan
- Kampung Long Pelay: Budidaya kakao, walet, tanaman sawit, cengkeh dan
bantuan sosial berupa bantuan kegiatan keagamaan, pembangunan
kampung, fee kayu
- Kampung Long Keluh: tanaman gaharu, budidaya rotan, tanaman kakao,
peternakan babi dan lainnya. Bantuan sosial berupa fee kayu, bantuan
BBM, pembangunan kampung
- Kampung Long Duhung: budidaya karet, budidaya ikan lele, peternakan
babi dan bantuan sosial yang diharapkan yaitu perbaikan jalan
- Kampung Long Beliu: budidaya sawit, karet dan kakao. Untuk bantuan
sosial yaitu beasiswa, perayaan budaya, fee kayu
Berdasarkan dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan program
kegiatan CSR berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat
desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya. Berita acara belum dapat
ditunjukkan untuk seluruh desa

Verifier 4.4.2 Ketersediaandokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan

( Bobot : .1) pemegang PBPH sesuai ketentuan

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen rencana kerja
Justifikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program

prioritas sasaran yang didukung SDM, sarana prasarana PBPH dan
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi, seperti:

- SK IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama (Nomor : SK.864/KPTS-
V1/1999 tanggal 13 Oktober 1999), dalam dokumen ini diuraikan terkait
kewajiban dan tanggung jawab sosial PT WBPU terhadap masyarakat
sekitar

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022, Tanggal 28 Januari 2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor SK. 864/KPTS-VI/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Tetntang
Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Wana Bakti Persada Utama
Di Provinsi Kalimantan Timur

- RKUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama Periode Tahun 2021 -
2030, berdasarkan SK Nomor : SK.6593/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, dalam dokumen
ini terdapat rencana tanggung jawab sosial PT WBPU dalam jangka 10
tahun

- RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023

- Dokumen Rencana Operasional PMDH yang tertuang dalam Dokumen
Rencana Kegiatan Sosial Tahun 2022. Pada dokumen ini menjelaskan
anggaran dan rencana fisik untuk masing-masing desa di setiap
tahunnya.

- Tidak tersedia dokumen rencana operasional tahun 2023.

- Peta Sebaran Desa di sekitar PBPH PT Wana Bakti Persada Utama
terbagi atas 5 Desa yaitua Desa Long Pelay, Long Boy, Long Duhung,
Long Beliu, dan Long Lamcin

- Surat Peryataan Kesepakatan dengan Desa Long Pelay tanggal 21 Juni
2022, bahwa perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban memberikan

Halaman 41 dari 56




o /

W

Trustindo Certification

RESUME HASIL PELAKSANAAN VKAN

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI | s

F1-02.15 O PVI017-1DN

kompensasi, bantuan solar, pembangunan gedung PAUD, meminta
renovasi gereja, perbaikan jalan dan lainnya

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai
bahwa Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen kerja tanggung jawab
sosial dan lingkunganyang tertuang dalam RKUPHHK-HT (untuk jangka
panjang 10 tahun), RKTPH (untuk jangka tahunan) dan Rencana Kelola Sosial.
Dalam dokumen Rencana Kelola Sosial tahun 2022 PT Wana Bakti Persada
Utama sudah diuraikan kegiatan dan anggaran biayanya pada tahun berjalan,
namun tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam
dokumen RKTPH dan RKUPH.

Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan
( Bobot : 1) oleh pemegang PBPH
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah menetapkan kebijakan atau
Justifikasi prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh pemegang PBPH, sesuai dokumen
- SOP 0501 tentang Bina Desa, revisi 02..Tersedia tahapan proses
kegiatan dalam bentuk bagan alur namun tidak dijelaskan terkait bagan
alur tersebut.
- SOP 0505 tentang Distribusi Insentif revisi 02.
- SOP 0504 tentang Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi
02.
- SOP 0506 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, revisi 02
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai
belum lengkap dimana peraturan yang digunakan belum seluruhnya mengacu
kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti
P.8/2021, P.9/2021 dan lainnya.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
( Bobot : 2) oleh pemegang PBPH
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan kegiatan FPIC dengan
Justifikasi masyarakat Long Beliu, Long Duhung, Long Keluh/Boy, Long Pelay dan Long

Lamcin tanggal 15 November 2022 tentang rencana akusisi PT Wana Bakti
Persada Utama oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Pada dokumen ini
dijelaskan secara umum terkait melakukan penebangan vyang lestari,
melaksanakan program pengembangan ekonomi masyarakat dan tanggung
jawab sosial lainnya yang mengacu pada rencana pembangunan jangka
menengah kampung, rencana tata guna lahan, dan proses pemberdayaan
masyarakat, menjalankan proses multi usaha, perlindungan kawasan penting
yang mengcau pada P.8 tahun 2021. Selain itu terdapat hasil notulensi dimana
masyarakat dapat bekerjasama dalam bentuk perhutanan sosial, membantu
pasar dari produk masyarakat dan lainnya. Untuk Tahun 2023 tidak tersedia
dikarenakan perusahaan dalam tahap akusisi (tidak beroperasi).

Pada Tahun 2024 dilakukan sosialisasi Kegiatan Perusahaan Tentang Resolusi
Konflik, Bina Desa , Distribusi Insentif, peningkatan akses masyarakat terhadapa
hutan dan Hak Masyarakat adat dalm melaksanakan kegiatan kelola sosial
pengelolaan hutan 2024 di Long Pelay tanggal 23 Februari 2024 (21 orang) dan
di Long keluh/Boy tanggal 22 Februari 2024 (23 orang)
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Berdasarkan dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan
sosialisasi namun masih terkait distribusi insentif namun belum dijelaskan terkait
program apa saja yang akan dilakukan di kampung dikarenakan perusahaan masih
dalam tahap akusisi.

5. Verifier 4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang

( Bobot : 2) PBPH.

NILAI KINERJA Buruk / Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen rencana dan realisasi
Justifikasi Kelola sosial tahun 2022-2023 mencapai 23 % (<60%) dengan berita acara

yang terdokumentasi dengan baik dan belum dilaporkan ke intansi terkait
secara periodik (Dinas Kehutanan dan BPHL), porgram CSR yang telah
direalisasikan berupa infrastruktur, bantuan BBM, bantuan keagamaan,
bantuan honor aparat dan lainnya.

b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki seluruhnya
terdokumentasi dengan baik namun belum dilaporkan ke instansi terkait

Nilai Kinerja Indikator

14/24 (100%) = 58,33% BURUK

Nilai
Kematangan/Bobot

1

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1. Verifier 4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial.

( Bobot: 1)

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki sarana hubungan industrial tertuang
Justifikasi dalam:

e Peraturan Perusahaan
PT Wana Bakti Persada Utama memiliki peraturan perusahaan (PP) PT Wana
Bakti Persada Utama Periode 2022-2024, disahkan oleh Disnakertrans Kab.
Berau dengan No. KEP.560/034.4.KSK Tanggal 24 Mei 2022 (masa berlaku
2 tahun)dimana pada masing-masing ini menjelaskan hak dan kewajiban
antara perusahaan dan karyawan. Selain itu perusahaan memiliki draft
peraturan perusahaan untuk periose 2024-2026 terdiri dari 16 Baba dan 76
Pasal.

e Kebebasan Berserikat
PT Wana Bakti Persada Utama belum memiliki Serikat Pekerja, namun telah
diberi kebebasan oleh Manajemen yang tertuang pada Peraturan
Perusahaan Pasal 32 dinyatakan bahwa karyawan/buruh dapat membentuk
Serikat Pekerja di dalam lingkup perusahaan

e Lembaga Kerjasama Bipartit
PT Wana Bakti Persada Utama tidak memiliki LKS Bipartit. Berdasarkan
peraturan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, pasal 106 bahwa
setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja wajib membentuk
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LKS Bipartit. sedangkan PT Wana Bakti Persada Utama memiliki 57 pekerja.

e Keanggotaan organisasi pengusaha
PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen keanggotaan
organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan
dengan nomer member 262

e Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan
PT Wana Bakti Persada Utama memiliki peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia
nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab
IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24
Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017
tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu Tersedia
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penentapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja tanggal 30 Desember 2022.

PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh

kesah yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2022-2024 pada pasal

30. Selain itu pada draft periode 2024-2026 sudah tertuang dalam pasal 74

Penyelesaian Keluh Kesah.

Berdasarkan dokumen di atas, PT Wana Bakti Persada Utama belum memiliki

dokumen sarana hubungan industrial yang lengkap seperti tidak memiliki LKS

Bipartit.

Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
( Bobot : 1)
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan a) PBPH PT Wana Bakti Persada Utama memiliki mekanisme jenjang Kariri
Justifikasi yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir (SOP-HR/1010124 tanggal 1 Januari
2024
b) Implementasi terhadap mekanisme:
Pada tahun 2022 telah terealisasi seluruhnya jenjang karir dan telah sesuai
dengan SOP, namun untuk tahun 2023 tidak ada jenjang karir yang teralisasi:
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
(Bobot: 2)
NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan PT Wana Bakti Persada Utama Belum telah memiliki dokumen rencana dan
Justifikasi realisasi pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada
jenjang karir dan atau kebutuhan promosi sebesar 75% seperti Ganis, dan lainnya
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
( Bobot : 2)
NILAI KINERJA Sedang Nilai Aktual : 2
Ringkasan Peraturan Perusahaan PT Wana Bakti Persada Utama periode 2022-2024
Justifikasi menjelaskan terkait kebijakan tujangan yang tertuang seperti:

= Pasal 10 : Tunjangan-tunjangan
= Pasal 11 : Perawatan dan Pengobatan
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= Pasal 24 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja

= Pasal 25 : Jaminan Sosial

= Pasal 26 : Pakaian kerja/Peralatan kerja dan APD

Implementasi dari tunjangan kesejahteraan sebagai berikut:

- SK UMK sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur no 561/K.858/2022

tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2023 dimana upah minimum
Kabupaten Berau Rp 3.675.887,11

- SK UMK sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur no
100.3.3.1/K.836/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2024
dimana upah minimum Kabupaten Berau Rp 3.832.29

contoh Slip Gaji Karyawan:
e An XXXX sebagai Supervisor Inventarisasi Hutan sebesar Rp
9.100.000 (gaji pokok Rp 8.600.000, tunangan jabatan Rp 500.000)
- Tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda berumur 22
tahun a.n ALF sebagai staff
- Pembayaran BPJS Kesehatan dan ketengakerjaan telah dilakukan
pembayaran bulanan maupun denda BPJS
- Tersedia contoh dokumen PKWT a.n DRT sebagai juru masak tanggal 1
September 2023, pada dokumen ini dijelaskan hak dan kewajiban seperti
upah kerja dan lainnya.
Berdasarkan informasi Unit Manajemen saat ini sarana dan prasarana untuk di
dalam site masih dalam tahap pembangunan

Nilai Kinerja Indikator

12/18 (100%) = 66,67% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2

1.

5) Standar VLHH Kayu

Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

Verifier 1.1.1. a.

Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Pada Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHL PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tahun 2024
untuk aspek VLHH telah tersedia lengkap dokumen legal terkait perizinan berusaha di
bidang kehutanan, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 864/Kpts-V1/1999
tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT
Wana Bakti Persada Utama di Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Timur. Areal
PBPH PT Wana Bakti Persada Utama seluas 44.402 hektar untuk jangka waktu
55 (limapuluh lima) tahun, dan terdapat Peta Lampiran SK PBPH PT Wana Bakti
Persada Utama Skala 1 : 100.000.

2. Addendum perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022
tanggal 28 Januari 2022. Pada addendum tersebut mengubah sepanjang
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk
Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
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Hasil overlay areal PT Wana Bakti Persada Utama dengan Peta kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Menteri
Kehutanan No. SK.718/Menhut-11/2014 tanggal 29 Agustus 2014) dan Peta
Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai
Dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. SK.6631/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober
2021) diketahui bahwa kondisi areal PT Wana Bakti Persada Utama berada pada
kawasan hutan produksi terbatas seluas 42.205 Ha; dan Areal Penggunaan lain (APL)
seluas 2.197 Ha.

Dokumen Legalitas Perseroan :

1) Akta Pendirian No 1 tanggal 5 April 1999 Notaris Ny. Etief Moesa Sutjipto, SH
dan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C-15156.HT.01.01.TH.99 tanggal 19
Agustus 1999.

2) Akta Perubahan Terakhir No 92 tanggal 13 Februari 2023 Notaris Jimmy Tanal,
SH. M.Kn. dengan SK Menkumham No. AHU.0011116.AH.01.02.Tahun 2023
tanggal 17 Februari 2023. Daftar Perseroan No. AHU-0034707.AH.01.11.TAHUN
2023 tanggal 17 Februari 2023.

3) Susunan Pemegang Saham :

a) PT Hutan Kelay Lestari : 20.349 Saham

b) Agustina Supriyani : 1 Saham
4) Susunan Pengurus :

a) Komisaris : Puti Renosari

b) Direktur : Ruslandi

5) Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Wana Bakti Persada Utama dengan
NIB No. 1297001422218 tanggal 21 April 2021. Kode KBLI 02120 Pengusahaan
Hutan Alam; dan 02139 Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya

6) NPWP atas nama PT Wana Bakti Persada Utama No. 01.909.497.8-725.000

2. | Verifier 1.1.1.b : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika
tidak ada)
Nilai : | NOT APPLICABLE (NA)
Ringkasan . | Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) dan hasil
Justifikasi wawancara MR PT Wana Bakti Persada Utama, maka diketahui bahwa di dalam areal

kerja PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tidak terdapat penggunaan Kawasan yang
sah di luar kegiatan PBPH

2. Prinsip 2:
Memenubhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
1 | Verifier 2.1.1. a. | : | Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan
lampiran- lampirannya.
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan .| Tersedia dokumen RKUPHHK-HA/RKUPH Untuk Jangka 10 Tahun (Periode Tahun 2021 -
Justifikasi 2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, yang meliputi :
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1) Dokumen Buku RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 — 2030 atas nama PBPH PT Wana
Bakti Persada Utama;

2) Dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang
Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT. Wana Bakti Persada
Utama Provinsi Kalimantan Timur;

3) Lampiran Peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 — 2030 atas nama PT Wana Bakti
Persada Utama, yang terdiri dari 2 lembar Peta yaitu :
a) Peta RKUPHHK-HA Pada HP Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up
Periode Tahun 2021-2030 PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000;

b) Peta RKUPHHK-HA Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2021-2030 PT Wana
Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000.

Pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti
Persada Utama tersebut dicantumkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah
pada kawasan untuk produksi berupa areal berhutan dilaksanakan dengan Sistem TPTI
dan penanaman dengan teknik SILIN (Silvikultur Intensif) dengan jenis meranti unggul
seluas * 7.368 Ha selama 30 tahun atau rata-rata + 245,6 Ha.
Sistem TPTI tersebut telah memiliki ketentuan terkait target etat luas dan volume
maksimum selama 10 tahun, sebagai berikut :
1) Etat luas maksimum + 12.768 Ha/10 tahun;
2) Etat volume maksimum + 309.721,97 M3/10 tahun

Verifier 2.1.2. b. | : | Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar
isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
e Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai : | MEMENUHI

Ringkasan : | Dokumen RKUPH

Justifikasi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA/RKUPH Untuk Jangka 10 Tahun (Periode Tahun 2021 -
2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama yang telah disahkan sesuai dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6593/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode
Tahun 2012-2030 atas nama PT. Wana Bakti Persada Utama Provinsi Kalimantan Timur.
Terdapat peta lampiran SK RKUPH skala 1:50.000.

Dokumen RKTPH

a. RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT
dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Wana Bakti Persada Utama No.
001/WBPU-1a/RKT/01.22 tanggal 10 Januari 2022 tentang Persetujuan Rencana
Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Dan Carry Over Rencana Kerja
Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 atas nama PT Wana Bakti Persada
Utama. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000.

b. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT
dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Wana Bakti Persada Utama No.
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004/LTR/SK-RKTPH/WBPU/JKT/II1/23 tanggal 14 Maret 2023 tentang Persetujuan
Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 atas nama PT
Wana Bakti Persada Utama. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala
1:50.000.

¢. RKTPH Tahun 2024 belum diterbitkan.

GANISPH Canhut :

Penerbitan RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 serta pembuatan peta lampirannya
dilakukan oleh GANISPH CANHUT sebagai berikut :

1) Rudiansyah, S.Hut. Register 01220006060 Penyusun RKT 2022 beserta peta
lampirannya dengan Penugasan No. 110123149 dan Penempatan No.
118823353257. Saat audit sudah resign

2) Sih Sumartomo, Register 01220010509 sebagai GANISPH Canhut pengganti dengan
Penugasan No. 111023047 dan Penempatan No. 111319190953 berlaku sampai
dengan tanggal 27 Oktober 2027

Verifier 2.2.1. a. | : | Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

Nilai : | MEMENUHI

Ringkasan : | Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber

Justifikasi Cruising guna menyusun RKTPH PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2023 sedangkan
untuk RKTPH tahun 2024 kegiatan ITSP/ Timber Cruising sedang berlangsung di
lapangan.

Terdapat Laporan Hasil Cruising pada RKT 2023 dengan potensi sebesar 24.696 Pohon
Volume 49.096,05 m3. Kegiatan ITSP tahun 2023 dilengkapi Rekapituasi Hasil ITSP dan
Peta Penyebaran Pohon skala 1 : 1.000 untuk RKT 2023 tetapi belum dapat dibuktikan
kesesuaian di lapangan karena lokasi blok RKT 2023 tidak dapat diakses dan RKT 2023
tidak direalisasikan penabangan kayu dan pembuatan jalannya.

Sedangkan untuk rencana RKTPH 2024, PT Wana bakti Persada Utama sedang melakukan
kegiatan ITSP/ Timber Cruising di lapangan. Kegiatan sudah dimulai dari bulan Desember
2023. Uji petik kesesuaian LHC pada petak R-25 URKT 2024 , ditemukan barcode pada
pohon dan sesuai dengan talley sheetnya pada koordinat N 01° 54’ 18,6” E 116° 44’
10,1”; N 01° 54’ 19,7” E 116° 44’ 10,5”; dan N 01° 54’ 18,6” E 116° 44’ 10,0”;

Pohon yang akan ditebang ditandai dengan label barcode warna kuning yang ditempel
pada setiap pohon yang akan ditebang di Petak R-25 URKT 2024..

Verifier 2.2.1. b. | : | Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang
boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.

Nilai : | MEMENUHI

Ringkasan : | Terdapat dokumen Peta Areal Kerja RKTPH PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2023
Justifikasi dan Tahun 2024 dengan Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PH Canhut, dimana
Peta Areal Kerja RKTPH tersebut telah menggambarkan blok rencana yang ditebang dan
yang tidak ditebang berupa kawasan lindung dan sempadan sungai.

Berdasarkan observasi lapangan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dan telah
tergambar pada lampiran Peta Areal Kerja RKTPH PT Wana Bakti Persada Utama, maka
diketahui bahwa penandaan plang nama dan pal batas kawasan lindung yang ditemukan
dilapangan sebagai berikut :

a. Ditemukan penandaan pada Sempadan Sungai Lekhan di peta dan penandaan di
lapangan pada koordinat N 01° 54’ 39,4” dan E 116° 44’ 11,1”, sesuai dengan Peta;
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b. Ditemukan penandaan pada Sempadan Sungai Lekhan di peta dan penandaan di
lapangan pada koordinat N 01° 54’ 40,0” dan E 116° 44’ 11,1”, sesuai dengan Peta;

c. Ditemukan penandaan pada Sempadan Sungai Kelay di peta dan penandaan di
lapangan pada koordinat N 01° 54’ 50,6” dan E 116° 44’ 03,1”, sesuai dengan Peta

Verifier 2.2.1.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya
di lapangan.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Terdapat dokumen Peta Areal Kerja RKTPH PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2023
Justifikasi dan Tahun 2024 dengan Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PH Canhut, dimana

Peta Areal Kerja RKTPH tersebut telah menggambarkan blok rencana yang ditebang
dengan batas blok dan batas petak serta penandaannya.

Lokasi Blok RKT 2023 tidak dapat diakses karena tidak direalisasikan penebangannya dan
tidak terdapat jalan akses menuju lokasi tersebut sedangkan lokasi URKTPH 2024 telah
dilakukan penataan batasnya dan diverifikasi terdapat kesesuaian lokasi dengan di
lapangan sebagai berikut :

1. Ditemukan plang Blok URKT Tahun 2024 sebagai tanda batas areal pada titik
koordinat N 01° 54’ 30,4”; E 116°44’ 05,1” yang terbuat dari batang kayu cat biru dan
tulisan hitam dengan lokasi yang sesuai.

2. Ditemukan Batas Sudut antara Petak R-26, R-27, Q-27 dan Q-26 Blok URKT Tahun
2024 sebagai tanda batas petak pada titik koordinat N 01° 54’ 31,0”; E 116° 44’ 01,1”
yang ditandai dengan cat warna biru pada pohon sesuai dengan titiknya.

3. Ditemukan Batas Sudut antara Petak R-26, dan R-27, Blok URKT Tahun 2024 sebagai
tanda batas petak pada titik koordinat N 01° 54’ 30,4”; E 116° 44’ 06,5” yang ditandai
dengan cat warna biru pada pohon sesuai dengan titiknya. Terdapat plang petak
warna putih dengan tulisan warna hitam.

Verifier 2.2.1. d

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.

Nilai NOT APPLICABLE (NA)
Ringkasan Pada RKTPH Tahun 2022, 2023 dan URKT 2024 tidak terdapat rencana/target
Justifikasi pemanfaatan kayu tumbuh alami pada lokasi kegiatan penyiapan lahan yang diizinkan
untuk pembangunan budidaya tanaman.
3. Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

Verifier 3.1.1.a

Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Selama periode audit bulan Agustus 2022 s/d Januari 2024 diketahui bahwa PT Wana
Bakti Persada Utama telah membuat Buku Ukur sebagai dasar penerbitan LHP melalui
SIPUHH sejumlah 6 (enam) set Buku Ukur yang dibuat pada tahun 2022. Buku ukur telah
dibuat di TPn PT Wana Bakti Persada Utama oleh penanggungjawab P2LHP atas nama
Maryono Register No. 04210016245, Persetujuan Penugasan No. 110722002,
Penempatan P2LHP No. 117541571627 berlaku sampai dengan 01 Januari 2023.
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Selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu), PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah
menerbitkan dokumen LHP sejumlah 261 Btg Volume 1.246,73 m3 dengan rincian
sebagai berikut :

1. RKT 2022 periode Agustus — Desember 2022 = 261 Btg; 1.246,73 m3
2. RKT 2023 periode Januari — Desember 2023 = NIHIL

Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit
Laporan Hasil Produksi (P2LHP) sesuai penempatannya..

PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan
menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password)
SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui
SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP maupun menerbitkan dokumen
SKSHHK.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Wana Bakti Persada Utama
selama periode Agustus 2022 s/d Januari 2024, posisi stok kayu bulat dapat dirangkum
sebagai berikut:

1)  Stok Awal pada tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak NIHIL.

2)  Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 261 Btg; 1.246,73 m3.

3)  Pengurangan sejumlah NIHIL terdiri dari penjualan ke industri sebanyak NIHIL dan
pengurangan untuk penggunaan sendiri (DKDS) sebanyak NIHIL serta BAP kayu
afkir/rusak sebanyak NIHIL.

4)  Stok akhir 1 Februari 2024 sebanyak 261 Btg volume 1.246,73 m3 berada di TPn.

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa terdapat stok kayu di TPK Hutan dan di TPn

sejumlah 261 batang volume 1.246,73 m3. Hasil uji petik pengukuran stok kayu di TPK

Hutan diketahui bahwa terdapat kesesuaian jenis dan jumlah stok kayu di lapangan dan

hasil pengukuran terdapat selisih volume pengukuran sebesar 1,32% masih di bawah

toleransi perbedaan pengukuran sebesar 5%.

Verifier 3.1.2.a | : | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
angkutan yang sah

Nilai : | MEMENUHI

Ringkasan : | Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK-KB pada PBPH PT Wana Bakti Persada

Justifikasi Utama selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu), PT Wana Bakti Persada Utama

belum menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan
dan legalitas pemindahan/pengangkutan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal dari
TPK Hutan, dari TPK Antara dan ke industri.

PT Wana Bakti Persada Utama diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online yang dapat
digunakan untuk menerbitkan SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Terdapat GANISPH
penerbit SKSHHK sebagai berikut :

1) GANISPH PKB Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Joko Supriyono, S.Hut
Register No. 04220017426, Persetujuan Penugasan No. 110722005, Penempatan
P2SKSHHK di TPK Hutan No. 112950897399 berlaku sampai dengan 01 Januari 2023.

2) GANISPH PKB Penerbit SKSHHK di TPK Antara dan P3KB atas nama Dadang Rudiana
Register No. 04210013244, Persetujuan Penugasan No. 110722003, Penempatan
P2SKSHHK dan P3KB No. 113203943893 berlaku sampai dengan 23 Maret 2023

Namun demikian GANISPH yang dimiliki PT WBPU saat audit telah resign dan saat ini PT

WBPU dengan manajemen baru sedang memulai rekrutmen SDM termasuk GANISPH

PKB yang akan ditugaskan untuk penatausahaan hasil hutan kayu.
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PBPH PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan kegiatan Penatausahaan Hasil Kayu
Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan
password) SIPUHH serta terdapat sarana prasarana, jaringan internet dan SDM Operator
yang mampu untuk menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan..

Verifier 3.1.3.a

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan
dapat dilakukan lacak balak.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Wana Bakti Persada
Justifikasi Utama telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.

Pada saat observasi lapangan diketahui bahwa di lapangan terdapat stok kayu dan
dilakukan pemeriksaan pemasangan identitas kayu di lapangan. PT Wana Bakti Persada
Utama diverifikasi telah melakukan penandaan kayu dan pemberian barcode pada bontos
kayu yang diproduksi dengan memberikan penandaan sebagai berikut :

a) Label ID-Barcode SIPUHH

b) Label dengan plastik ecolin dan penulisan menggunakan cat untuk keterangan
nomor produksi kayu log.

Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh

PT WBPU dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke tunggul

di petak tebangan

Verifier 3.2.1.a

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Terdapat Rekapitulasi LHP dan penerbitan billing PSDH pada PBPH PT Wana Bakti

Justifikasi Persada Utama yang merupakan hasil produksi kayu selama periode audit Penilikan Ke-1
(Kesatu) pada RKTPH Tahun 2022, dengan total Billing PSDH senilai Rp 100.519.620,00
dan DR senilai US$ 20.464,97.
Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa Billing PSDH dan DR telah
sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBP
melalui Bank Mandiri, Maybank dan Bank BNI sesuai dengan kode billing yang diterbitkan
dan terdapat Bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan kode billing
yang diterbitkan.

Verifier 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)

Nilai MEMENUHI

Ringkasan PBPH PT Wana Bakti Persada Utama yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan

Justifikasi Lestari (PHL) dengan Nomor 054.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 13 September

2028 dan Perjanjian penggunaan Tanda V-Legal (Tanda SVLK) yang dikeluarkan oleh
LPVI PT Trustindo Prima Karya.

Tanda V-legal atau Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada log kayu
bergambar Logo V-Legal dan tanda SVLK bertuliskan “054.SPHPL.019-IDN”. Dan pada
saat audit telah menggunakan Tanda SVLK
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Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1. | Verifier 4.1.1. : | Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Lokasi kerja PBPH PT Wana Bakti Persada Utama adalah bekas areal kerja HPH PT
Justifikasi Alas Helau yang telah dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun

1998. PT Wana Bakti Persada Utama sebagai pemegang izin usaha di bidang
kehutanan menggunakan dokumen AMDAL dari PT Alas Helau sesuai dengan Surat
Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 103/DJ-
V/AMDAL/99 tanggal 4 Agustus 1999 yang pada butir 3 disebutkan bahwa “Berkaitan
dengan surat Saudara tersebut di atas, kami sampaikan bahwa Saudara tidak wajib
menyusun AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) baru, melainkan hanya menyusun RKL dan
RPL.

Perihal auditee tidak wajib menyusun AMDAL tersebut sehubungan lokasi kerja PBPH
PT Wana Bakti Persada Utama adalah bekas areal kerja HPH PT Alas Helau yang telah
dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1998, namun HPH PT
Alas Helau sudah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan saat awal perolehan izin usaha, sehingga dokumen
AMDAL atas nama HPH PT Alas Helau masih berlaku dan PT Wana Bakti Persada
Utama hanya menyusun dokumen RKL dan RPL yang luasnya sesuai dengan luas
areal kerja dari HPH/PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, yaitu + 44.402 Ha.

Tersedia dokumen RKL dan RPL PT Wana Bakti Persada Utama yang disusun oleh
Konsultan PT. Sarbi Moerhani Lestari Bogor bulan Oktober tahun 1999, dan telah
disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor
1766/Menhutbun-11/99 tgl 14 Oktober 1999

2. | Verifier 4.1.2. a. : | Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Tersedia dokumen RKL dan RPL PT Wana Bakti Persada Utama yang disusun oleh
Justifikasi Konsultan PT. Sarbi Moerhani Lestari Bogor bulan Oktober tahun 1999, dan telah

disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor
1766/Menhutbun-11/99 tgl 14 Oktober 1999.

Dokumen RKL/RPL tersebut memuat dampak penting yang harus dikelola dan dipantau.

3. | Verifier 4.1.2. b. : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL
Justifikasi dan RPL yang disusun dan PT Wana Bakti Persada Utama telah melaksanakan

kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam
Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2022 dan Tahun 2023
sebagai berikut :
a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II
Tahun 2022

b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar | dan
Semester Il Tahun 2023
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c. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL sesuai dengan
tanda terima tanggal 26 Februari 2024 No. 002/02 TRD/KL.WBPU/24 yang
diampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada Utama antara

lain:
a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan kawasan lindungnya.
b. Pengelolaan Flora dan Fauna pada kawasan lindung.
¢. Pemasangan papan larangan dan himbauan.
d. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR.
e. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan kesepakatan

dengan masyarakat.

f.  Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan
masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan tenaga kerja
lokal.

4. Indikator 1.5:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1. | Verifier 5.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan : | PT WBPU diverifikasi belum menyusun Dokumen Identifikasi Bahaya dan
Justifikasi Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan

operasional dan pemanenan kayu PT Wana Bakti Persada Utama.

Terdapat dokumen SOP K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT Waba Bakti
Persada Utama Nomor : 001/WBPU/SOP.K3/01.22 yang dibuat oleh Sekretaris P2K3
(Supandi) Diperiksa oleh Camp Manager (Rudiansyah, S.Hut) dan Disetujui oleh
Direktur (Djohansyah Ramlie).

Terdapat personil yang bertanggungjawab untuk terselenggaranya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja namun masih mengacu kepada personil manajemen sebelumnya di
mana personilnya sudah resign dan tidak berada di tempat. Hasil wawancara dengan
GM Auditi menjelaskan bahwa secara umum penanggungjawab penerapan K3 adalah
berada di GM dengan pelaksana harian oleh Camp Manager.

2. | Verifier 5.1.1. b | : | Ketersediaan peralatan K3
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | PT Wana Bakti Persada Utama memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi
Justifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya :

- Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety Jaket Pelampung dan lain-lain. Hasil
pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD
tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan
baik.

- Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan peralatan P3K yang memadai sesuai
personil yang ada di lapangan,
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- Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan.
Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena
menggunakan system lalulintas jalan umum, maka rambu lalu lintas sesuai dengan
ketentuan berlalulintas di jalan umum.

Verifier 5.1.1. ¢

Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Pada periode audit bulan Agustus 2022 s/d Januari 2024 terdapat dokumen Laporan

Justifikasi Kecelakaan Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa Laporan P2K3 yang dibuat
oleh Supandi, S.Hut sebagai Sekretaris P2K3 dan Mengetahui Rudiansyah, S.Hut
sebagai Ketua Harian P2K3.
Laporan P2K3 telah disampaikan kepada instansi berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan bukti pengiriman laporan melalui pos.
Terdapat bukti dokumen kegiatan terkait upaya untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja di lapangan oleh Tim Penanggung Jawab K3 PT Wana Bakti Persada Utama,
yaitu berupa pembuatan SOP K3 dan sosialisasinya, briefing K3 serta pemasangan
rambu di jalan untuk mengurangi dan mencegah kejadian kecelakaan.

Verifier 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Keberadaan Serikat Pekerja di dalam ruang lingkup perusahaan belum terbentuk,

Justifikasi namun sesuai isi dokumen dari Peraturan Perusahaan PT. Wana Bakti Persada Utama
Periode Tahun 2022 — 2024 yang terdiri 34 Pasal dan dimana salah satu pasalnya, yaitu
Pasal 32 menjelaskan tentang kebijakan perusahaan terkait keberadaan Serikat Pekerja
tersebut, sebagai berikut :
“Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara
pekerja/buruh dengan pengusaha, karyawan/buruh dapat membentuk serikat
pekerja/buruh didalam lingkup perusahaan”

Verifier 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Terdapat dokumen Buku Peraturan Perusahaan PT Wana Bakti Persada Utama

Justifikasi Periode Tahun 2022 - 2024 yang terdiri 34 Pasal, yang telah mendapatkan
pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor :
KEP.560/034.4.KSK tanggal 24 Mei 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan
(PP) PT Wana Bakti Persada Utama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
disahkan tanggal 24 Mei 2022 s/d 23 Mei 2024

Verifier 5.2.3 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Wana Bakti Persada Utama

Justifikasi periode Januari 2024 berupa karyawan Staff dan daftar harian. Karyawan dan pekerja

PT Wana Bakti Persada Utama saat ini berjumlah 57 Orang.

Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah
18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT Wana Bakti Persada
Utama tercatat atas nama Aulia Lutfitawati dengan jabatan Staff Administrasi yang
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lahir di Tanjung Redeb tanggal 28 Mey 2001 dan bergabung dengan PT Wana Bakti
Persada Utama pada tanggal 2 Oktober 2023 pada saat berusia 22 tahun 5 bulan
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4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL
N {disar NiI'::l iil‘tla':z:la N:::L::T:;::f:rm Mall:lslil::jalfil';:rij:ator
1 1,1 BAIK 3 3
2 1,2 SEDANG 2 3
3 1.3 SEDANG 2 3
4, 1.4 SEDANG 2 3
5. 1.5 SEDANG 2 3
6 2.1 SEDANG 2 3
7 2.2 SEDANG 2 3
8 2.3 SEDANG 2 3
9 2.4 SEDANG 2 3
10 25 SEDANG 2 3
1 2.6 BURUK 1 3
12 3.1 SEDANG 2 3
13 3.2 SEDANG 2 3
14 3.3 BURUK 1 3
15 34 SEDANG 2 3
16 3.5 SEDANG 2 3
17 4.1 SEDANG 2 3
18 4.2 SEDANG 2 3
19 4.3 SEDANG 2 3
20 4.4 BURUK 1 3
21 4.5 SEDANG 2 3
JUMLAH 40 63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL 40/63 x 100% = 63,49% = (SEDANG)

)
/\

Sﬁannda, 4 Maret 2024
% LPVI PT Trustindo Prima Karya
oy S /"

Ir Kurnia, IPU
Direktur
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